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ABSTRAK 

 

Jual beli emas secara tidak tunai adalah suatu bentuk 

kesepakatan jual beli emas yang pembayaran diakhirkan dan 

dibayarkan dengan mencicil dalam tenggang waktu yang telah 

ditentukan dan jumlah yang ditentukan. Pesatnya pertumbuhan 

ekonomi saat ini membuat begitu banyak institusi perbankan 

syariah atau lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya 

menawarkan produk cicilan emas. Melihat perkembangan emas 

yang selalu naik dari tahun ke tahun menyebabkan bisnis sangat 

menggiurkan, sepintas tidak ada masaslah dengan jual belie mas 

secara tidak tunai, akan tetapi dalam hadits-hadits yang ada seperti 

hadits dari Abu Sa‟id al-Khudry ra., dan Ubadah bin Shamit ra., 

menjelaskan bahwa tidak boleh menjual suatu suatu barang ribawi 

dengan sesame barang ribawi lainnya, keculai, keduanya berbeda 

jenis dan ukurannya.  

Tetapi dalam fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 

tentang jual beli emas secara tidak tunai yang dikeluarkan pada 

tanggal 3 Juni 2010, DSN-MUI menyatakan bahwa jual beli emas 

secara tunai itu boleh (mubah), selama emas tidak jadi alat tukar 

yang resmi (uang), baik melalui jual beli biasa maupun jual beli 

mura>bahah. Menarik untuk dikaji alasan fatwa ini dikeluarkan dan 

kesesuain istinba >t hukum DSN-MUI dengan istinba>t hukum MUI 

dalam mengeluarkan fatwa ini.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustkaan (Library 

Research) dengan memakai pendekatan deskriptif analisis yang 

berupa pencarian fakta, hasil dan ide pemikiran seseorang melalui 

cara mencari, menganalisis, membuat interprestasi serta melakukan 

generalisasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan.  

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa alasan 

diperbolehkannya, jual beli emas secara tidak tunai dalam fatwa 

DSN-MUI menafsirkan hadits Nabi Saw tentang jual beli emas 

secara kontekstual ini dapat dilihat dari pendapat DSN-MUI yang 

menyatakan bahwa emas dan perak adalah barang (sil‟ah) yang 

dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi saman 

(harga, alat pembayaran, uang). Sehingga menjadikan hasil dari 

istinba >t hukum DSN-MUI dalam jual beli emas secara tidak tunai 

dihukumi muba >h. kedua, fatwa ini sudah sesuai dengan metode 

istinba >t hukum islam dan prosedur penetapan fatwa MUI yang 

berdasarkan pada al-Qur‟an, hadist, ijma‟ para ulama dan 

menggunakan metode qiya>si. 

 

Kata Kunci: Jual Beli, Emas, Tidak Tunai, Fatwa DSN MUI 

 

 



 

 

MOTTO  

 

                      

                .  

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah 
bkamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang 

kepadamu. 

(Q.S an-Nisa’ 29) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman 

pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/ 1987. 

 

Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba’ b be ب

 ta’ t te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 h} h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha’ kh ka dan ha خ

 dal d de د

 z\al z\ ze (dengan titik di atas) ذ

 ra’ r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a' t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a’ z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع



 

 

 gain g ge غ

 fa’ f ef ؼ

 qaf q qi ؽ

 kaf k ka ؾ

 lam l ‘el ؿ

 mim m ‘em ـ

 nun n ‘en ف

 waw w w ك

 ha’ h ha ق

 hamzah , apostrof ء

 ya' y' ye م

 

 

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis muta’addidah متعددة

 Ditulis ‘iddah عدة

 

 

Ta’ Marbu>t}ah di akhir kata Bila dimatikan tulis h 

 Ditulis h}ikmah حكمة

 Ditulis jizyah جزية

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam 

bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal 

aslinya) 

  



 

 

a. Bila diikuti dengan kata sandang ”al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

Ditulis Kara>mah al-auliya كرامةالأكلياء >’ 

 

b. Bila ta’ marbu>t}ah hidup atau dengan h{arakat, fath}ah atau kasrah atau d}ammah 

ditulis dengan t 

 Ditulis Zaka>t al-fit}r زكاةالفطر

 

 

Vokal Pendek 

 

 
fath}ah ditulis A 

 
kasrah ditulis I 

 
d}ammah ditulis U 

 

Vokal Panjang 

1. Fath}ah + alif ditulis a> 

 ditulis ja>hiliyyah جاىلية 

2. Fath}ah + ya’ mati ditulis a> 

 <ditulis tansa تنسى 

3. Kasrah + ya’ mati ditulis i> 

 ditulis kari>m كريم 

4. D}ammah + wa>wu mati ditulis u> 

 {ditulis furu>d فركض 

 

 

 

 

يُ   



 

 

Vokal Rangkap 

1. Fath}ah + ya’ mati ditulis ai 

 ditulis bainakum بينكم 

2. Fath}ah + wawu mati ditulis au 

 ditulis qaul قوؿ 

 

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 

 ditulis a’antum أأنتم

 ditulis u’iddat أعدت

نشكرتملأ  ditulis la’in syakartum 

 

Kata Sandang Alif + Lam 

 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 ditulis al-Qur’a>n القرآف

 ditulis al-Qiya>s القياس

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan l (el) nya. 

 ’<ditulis as-Sama السماء

 ditulis asy-Syams الشمس

 

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya 

 {Ditulis Z|awi> al-furu>d ذكل الفركض

 Ditulis ahl as-Sunnah  أىل السنة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk melakukan interaksi dengan 

makhluk lainnya, dalam hal ini manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari 

ketergantungan dan saling berhubungan dengan makhluk lain dengan menjalin 

kehidupannya. Merupakan sunnatullah apabila kita hidup dan berdiri sendiri 

tanpa bantuan orang lain, salah satu bentuk interaksi kita sebagai muslim adalah 

jual beli yang tentunya harus sesuai dengan hukum-hukum dan syari‟at islam. 

Allah SWT membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum islam yang sudah 

ditentukan oleh Allah. 
1
 

Praktek jual-beli adalah aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya sebagai homo-ekonomis atau makhluk yang selalu berusaha memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Jual beli merupakan suatu perjanjian di antara dua pihak 

atau lebih, dimana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan 

hak milik atas suatu barang sementara pihak yang lain membayar harga yang 

telah dijanjikan.
2

 Dalam jual beli, islam telah menentukan aturan-aturan 

hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh ahli fiqh, baik yang mengenai 

rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan. 
3
 

                                                           
1A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Menyelesaikan Masalah-

Masalah Yang Praktis, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.129. 
2 Subekti, Hukum Perjanjian,  cet. Ke-19 (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm.79.  
3 Syafei‟ Rahchman, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 93. 



 

 

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya 

adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya 

telah diatur dalam syariat islam. Allah Swt telah menjelaskan dalam kalam-Nya 

al-Qur‟an dan Nabi saw dalam hadist-hadistnya telah memberikan batasan-

batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan 

dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Dan Allah melarang 

segala bentuk perdagangan yang tidak sesuai dengan syariat islam. Dalam suatu 

transaksi jual beli, cara pembayarannya bisa secara tunai maupun ditunda, sesuai 

dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian pembayaran yang 

ditunda itu ada dua model, yaitu secara kredit melalui beberapa kali angsuran 

pembayaran dengan jumlah tertentu pada setiap angsuran, atau secara hutang 

yang dibayar sekaligus ketika jatuh tempo.  

Dalam dunia perniagaan sering kita mendengarkan adanya pembeli yang 

tertipu maupun penjual yang dibohongi, penipuan yang terjadi dalam jual beli 

tersebut dikarenakan antara penjual dan pembeli yang terlalu tamak akan 

keuntungan yang sebanyak-banyaknya akan tetapi justru jual beli semacam itu 

akan menyesuaikan. Beberapa contoh Nabi ketika beliau berdagang dengan Siti 

Khatijah merupakan prinsip yang harus dijaga oleh pelaku jual beli, diantaranya 

bersikap jujur adil dalam timbangan tidak menggunakan cara yang batil, tidak 

mengandung unsur riba dan penipuan. Prinsip tersebut adalah modal awal yang 

utama bagi seorang yang akan melakukan perdagangan karena dengan prinsip itu 

bisnis akan mendapatkan kepercayaan bagi orang lain atau pelaku bisnis lainnya.   



 

 

Allah telah memberikan ketentuan dalam firman-Nya surat an-Nisa‟ 29 

yang berbunyi:  

                       

        

 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yag batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.  

  

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh 

orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena 

umat merupakan suatu kesatuan. 

Dalam bidang ekonomi, seperti halnya dalam bidang muamalat pada 

umumnya, memberikan pedoman-pedoman yang bersifat garis besar, seperti 

memberikan rezeki dengan jalan perdagangan, melarang memakan makanan riba, 

melarang mengahambur-hamburkan harta, perintah bekerja untuk mencari 

kecukupan nafkah dan sebagainya, akan tetapi pada zaman sekarang, kehidupan 

manusia secara umum telah mengalami kemajuan dan banyak perubahan, 

begitupun dalam hal bermuamalah, perubahan ini mendorong adanya pemikiran-

pemikiran baru yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk undang-undang 

atau dituangkan pada fatwa ulama dan keputusan-keputusan pengadilan agama.  

Dalam transaksi jual beli emas saat ini kebanyakan dilakukan oleh 

masyarakat adalah dengan tangguh, maka DSN-MUI mengeluarkan Fatwa DSN-

MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan dalam jual beli emas 



 

 

secara tidak tunai (cicilan) ini diresmikan pada tanggal 03 juni 2010 yang 

awalnya adalah bentuk surat permohonan dari bank Mega Syariah No. 

001/BMS/DPS/1/10 tanggal 5 Januari 2010 perihal permohonan Fatwa 

Murabahah Emas.
4
 

Dalam fatwa tersebut yang menjadi pertimbangan ada dua alasan, yaitu 

ditunjukan untuk transaksi jual-beli emas yang dilakukan masyarakat yang sudah 

berlangsung, perbedaan pendapat dikalangan umat, dan pertimbangan DSN-MUI 

yang merasa perlu menetapkan fatwa atas praktek tersebut. 
5
 

Salah satu fatwa DSN-MUI yang menimbulkan perdebatan adalah fatwa 

No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, fatwa ini 

dikeluarkan pada tanggal 3 juni 2010. DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang 

menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai yaitu dihukumi boleh 

(mubah) dengan berdasakan pertimbangan dengan menggunakan pendapat dua 

imam besar yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, yang dalam pendapat mereka 

membolehkan jual-beli emas secara tidak tunai dengan syarat emas tidak sebagai 

tsaman (harga, alat pembayaran, uang) tetapi sebagai sil‟ah (barang) yaitu emas 

atau perak sudah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian 

dan barang, dan bukan merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang). 

Sehingga tidak dihukumi riba karena telah dirubah kegunaannya menjadi barang 

oleh karena itu tidak terjadi riba.  

                                                           
4  Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak 

Tunai, hlm. 11. 
5Ibid, hlm. 1. 



 

 

Dalam akad murabahah yang implementasi pembayaran dengan cara 

tangguh atau tidak tunai hukumnya mubah. Hal ini berdasarkan firman-Nya surat 

al-Baqarah 282 yang berbunyi:  

                       

        

 

“wahai orang-orang yang beriman!, apabila kamu melakukan utang piutang 

untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendakalah 

seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.”
6
 

 

Ayat di atas mencangkup seluruh akad tidak tunai, termasuk jual beli 

dengan cara tangguh. Dalam syarat sah jual beli tangguh salah satunya adalah 

objek akad bukan emas, perak dan alat tukar lainnya yang oleh jumhur ulama 

dikelompokkan pada barang yang melekat padanya hukum riba, maka tidak boleh 

menjual emas dengan cara kredit, karena menukar uang dengan emas disyaratkan 

tunai. 
7
 

Pendapat lain mengenai hukum jual beli emas secara tidak tunai  dalam 

hadis-hadis yang ada seperti hadits dari Ubadah Ibnu Shamit, Imam Asy Saukani 

menjelaskan bahwa tidak boleh menjual barang suatu ribawi dengan sesama 

barang ribawi lainnya, kecuali kontan. Tidak boleh menjualnya secara bertempo 

(kredit), meskipun keduanya berbeda jenis dan ukurannya. 
8
 

                                                           
6Tim Penyusun,  Mushaf al-Qur‟an dan Terjemahnya, hlm.48.  
7 Syuhada Abu Syakir, Ilmu Bisnis & Perbankan Perspektif Ulama Salafi, (Bandung: Tim 

Tokobagus,2011), hlm. 131.  
8Ibnu Hajar al-Asqalanai, Bulughul Maram, terj. Achmad Sunarto. (Jakarta: Pustaka Amani, 

2000), hlm. 397.   



 

 

Emas menurut hadis Nabi Saw adalah barang yang termasuk dalam 

kategori “harta ribawi”, dan Nabi Saw pun telah menjelaskan bahwa dalam jual 

beli emas dalam pembayarannya tidak boleh dengan tempo atau jenis 

pembayarannya dengan menghitung. 

Keterkaitan kaidah fiqih “hukum asal salam semua bentuk muamalah 

adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”.
9
Dengan merubah 

emas adalah pada asalnya emas dikelompokkan sebagai alat tukar yang termasuk 

alat pembayaran/ penukar seperti halnya uang kertas itu sama pada dasarnya 

tidak boleh ditangguhkan. Emas dan uang kertas itu sama pada dasarnya hal itu 

dikarenakan emas diterima oleh masyarakat sebagai alat penukar tanpa perlu 

dilegalisasi oleh pemerintah (Bank Sentral), sedangkan uang kertas itu adalah alat 

pembayaran yang sah. 
10

 

Dalam hal inilah kita dapat melihat bahwa uang dapat mengambil bentuk 

barang yang nilainya dianggap sesuai dengan kemampuan tukarnya. Emas dan perak 

memiliki nilai yang dianggap sebagai komoditas untuk menyimpan kekayaan. 

Didalam karya buku Ahmad Riawan Amin yang mengutip penjelasan Ibnu Khaldun 

tentang pengertian jual beli emas yaitu Tuhan menciptakan dua logam mulia (emas 

dan perak) itu untuk menjadi alat pengukur nilai atau harga bagi segala sesuatu. Dan 

juga mengutip penjelasan dari Al-Maqrizi dalam Ighatasah menambahkan, Tuhan 

menciptakan dua logam mulia itu bukan sekedar sebagai alat pengukur nilai, atau 

untuk menyimpan kekayaan, tapi juga sebagai alat tukar. 
11

 

                                                           
9 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2007), hlm. 130.  
10 Prathama Rahardja, Uang Dan Perbankan, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet-III.,1997),hlm. 11.  
11 Ahmad Ridwan Amin, Satanic Finance, (Jakarta: PT.Publising House, 2012), hlm. 92.  



 

 

Para ulama madzhab dalam pendapat mereka sepakat tentang bolehnya 

menjual emas dengan perak, perak dengan emas yang tidak sama satu sama 

lainnya dengan syarat tunai dan diharamkan berpisah sebelum serah terima. 

Memang dalam jual beli emas tidak dijelaskandidalam Al-Qur‟an tentang 

tatacaranya, tetapi Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad Saw berupa cara 

yang harus ditempuh dalam jual beli emas ini dalam sunnah beliau.  

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan mengkaji lebih dalam tentang 

kebolehan jual beli emas secara tidak tunai dalam fatwa Dewan Syariah Nasional, 

yang menurut penulis perlu dikaji kembali dikarenakan banyak  hadits-hadits 

yang mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai atau tangguh dikarenakan 

emas itu adalah termasuk harta ribawi yang termasuk harta berharga dan 

merupakan alat pembayaran. Dalam hal ini jual beli emas secara kredit masih 

bertentangan dengan berbagai madzhab, maka dari persoalan ini perlu adanya 

penyelesaian supaya tidak ada yang dirugikan. Karena memperhatikan  

pentingnya hukum dalam jual beli emas secara kredit. Maka penyusun akan 

mengkaji tentang “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Dalam Fatwa DSN-MUI 

Nomor. 77/DSN-MUI/V/2010)” 

 

B. Definisi Operasional  

Untuk menghindari adanya kesalahan perspektif dalam memahami judul 

penelitian ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul 

penelitian, istilah-istilah tersebut adalah:  

 



 

 

1. Jual Beli Emas 

Tuhan menciptakan dua logam mulia (emas dan perak) itu untuk 

menjadi alat pengukur nilai atau harga bagi segala sesuatu. Dari Al-Maqrizi 

dalam Ighatasah menambahkan, Tuhan menciptakan dua logam mulia itu 

bukan sekedar sebagai alat pengukur nilai, atau untuk menyimpan kekayaan, 

tapi juga sebagai alat tukar.  

2. Tidak Tunai  

Pembayaran dilakukan selang beberapa waktu setelah penyerahan 

barang dari penjual penjual kepada pembeli. Jangka waktu pembayaran (saat 

jatuh tempo) biasanya dicantumkan dalam faktur.  

3. Fatwa DSN-MUI  

Pendapat ulama tentang suatu masalah hukum islam. Mui adalah Majelis 

Ulama Indonesia. Berarti Fatwa MUI adalah keputusan atau pendapat yang 

diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan umat islam. 
12

 

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah mencari 

penjelasan tentang fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang permasalahan dan 

latar belakang lahirnya fatwa tersebut.  

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan 

sebagai berikut:  

1. Mengapa  Fatwa MUI membolehkan jual beli emas secara tidak tunai? 

2. Bagaimana metode istinbath fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. 

                                                           
12 http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-Fatwa-mui-dalam-

hukum-indonesia di akses pada tanggal 5 Desember 2017, pukul 12.30.  



 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui mengapa Fatwa membolehkan jual beli emas secara 

tidak tunai. 

b. Untuk mengetahui metode istinbath Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-

MUI/V/2010.  

2. Manfaat penelitian   

a. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat dalam hukum praktek jual beli 

emas secara tidak tunai baik dilihat dari segi manfaat dan mudharat dalam 

jual beli tersebut.  

b. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap pengembangan ilmu 

lapangan.  

c. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.  

 

E. Telaah Pustaka  

Untuk melakukan penelitian tentang studi analisis terhadap fatwa DSN-

MUI NOMOR: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan jual beli emas secara 

tidak tunai, maka perlu dilakukan telaah terhadap studi-studi yang telah 

dilakukan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dan sumber-

sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini dan sekaligus sebagai 

upaya menghindari duplikasi terhadap penelitian ini. Di antara beberapa kajian 

yang relevansi dengan judul diatas, adalah:  



 

 

Skripsi dari Mudrikah yang berjudul ”Persepsi Ulama Karanggede 

Tentang Praktek Penukaran Emas Di Toko Emas Pasar Karanggede Kecamatan 

Karanggede Kabupaten Boyolali”. Membahas tentang pertukaran (al-sharf) 

antara emas dengan emas hukumnya tidak boleh, kecuali memenuhi syarat-syarat 

dalam pertukaran barang sejenis yaitu: sepadan (sama timbangannya,takarannya, 

dan sama nilainya), spontan (seketika itu juga), saling bisa diserah terima. 

Adapun praktek penukaran emas tersebut dilakukan oleh pedagang emas dengan 

pembeli. Faktor yang menjadi motivasi masyarakat untuk melakukan praktek 

penukaran emas denga emas tersebut karena. Masyarakat merasa bosan dengan 

modelnya dan  masyarakat ingin menukarkan emas yang lebih besar ukuran 

gramnya (timbangannya), biasanya oleh masyarakat, emas dijadikan barang 

simpanan untuk ditabung. Pendapat sebagian ulama di Kecamatan Karanggede 

Kabupaten Boyolali, bahwa praktek penukaran emas dengan emas tidak sah. 

Namun praktek penukaran emas tersebut sudah menjadi adat atau kebiasaan dari 

masyarakat sejak dulu, sehingga sulit untuk dihilangkan. Praktek penukaran emas 

dengan emas di Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali tidak sesuai dengan 

hukum Islam, karena syarat-syarat yang ada dalam penukaran barang sejenis 

banyak yang belum dipenuhi oleh kedua belah pihak.  

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Gadai 

Emas iB . Penelitian ini menimbulkan perdebatan mengenai multi akad, bahwa 

tidak semua penggabungan antara akad bersifat tabarru‟ dan akad bersifat tijarah 

dilarang sebagaimana yang terjadi dalam Produk Gadai Emas iB yang 

menggabungkan akad qardh dan akad ijarah  dan atau akad rahn dan akad 

iajarah. Dengan menghilangkan faktor-faktor yang dapat menjuerumuskan pada 



 

 

praktik riba, gharar dan hal lain yang dilarang syariah, maka kombinasi akad 

tersebut dapat diperbolehkan.  

Skripsi Karya Siti Mubarokah yang berjudul: ”Analisis Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang 

Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jual mata 

uang harus dilakukan secara tunai dan nilainya harus sama. artinya masing-

masing pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang pada saat yang 

bersamaan. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar pada 

saat transaksi dan secara tunai. Transaksi ini akan berubah menjadi haram apabila 

transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada 

saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, karena harga 

yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan 

dikemudian hari, padahal harga waktu penyerahan tersebut belum tentu sama 

dengan nilai yang disepakati. Fatwa relevan dengan pendapat ulama mazhab, 

transaksi jual beli mata uang disyari‟atkan nilainya sama dan transaksi dilakukan 

secara tunai sesuai dengan akad yang dilakukan.  

 

F. Metode Penelitian  

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk melakukan 

penelitian ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan Jenis penelitian yang 

digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah penelitiaan kepustakaan 



 

 

(library research). Yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-material yang 

terdapat di ruang perpustakaan.
13

 Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan 

data-data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti dengan 

merujuk pada buku-buku, kitab-kitab serta jurnal ilmiah. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat di bedakan 

menjadi dua yakni: 

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.
14

 

Sumber pertama ini merupakan sumber yang aslinya. Sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah fatwa DSN-MUI/No. 77/DSN-MUI/V/2010 

tentang kebolehan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.  

b. Data Sekunder merupakan data yang dapat dijadikan sebagai pendukung 

data pokok atau merupakan sumber data yang mendukung dan 

melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada data primer. dalam 

penelitian ini, sumber data sekundernya berupa buku-buku, dokumen-

dokumen, karya-karya, atau tulisan-tulisan yang berhubungan atau dengan 

kajian ini.  

3. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data dokumen dan 

literatur yang berupa buku-buku, tulisan, dan fatwa DSN-MUI tentang jual 

                                                           
13 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu‟amalah ( Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 

hlm. 6. 
14Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: RajaGrapindo 

Persada, 2004), hlm. 30. 



 

 

beli emas. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

adalah metode dokumen, yaitu menelaah dokumen-dokumen yang tertulis, 

baik data primer maupun sekunder. Kemudian kemudiaan hasil telaahan itu 

dicatat dalam komputer sebagai alat bantu pengumpulan data.
15

 

4. Teknik Analisis Data  

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

analisis data. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode komparatif. 

Metode komparatif ini digunakan untuk  membandingkan fatwa DSN-MUI 

No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai 

dengan  pandangan Fiqh. 

 

G. Sistematika Penulisan Skripsi  

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga 

nantinya dapat dengan mudah di pahami oleh para pembaca, maka penulis 

sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari pembahasan 

skripsi ini sebagai berikut:  

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar 

belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 

telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II mengenai semua teori yang berkaitan dengan konsep umum 

tentang jual beli dan teori tentang fatwa, dimana dalam pembahasannya penulis 

                                                           
15Saifudin Anwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 1998), hlm. 91-131. 



 

 

akan mengemukakan tentang pengertian dan dasar hukum, rukun, syarat, dan jual 

beli tersebut.  

Bab III membahas tentang kedudukan fatwa menurut hukum islam dan 

selanjutnya mengenai metode istinbath Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-

MUI/V/2010. 

Bab IV membahas tentang pandangan fiqh terhadap fatwa DSN-MUI No. 

77/DSN-MUI/V/2010, dan analisis kebolehan jual beli emas secara tidak tunai 

menurut fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.  

Bab V merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi mengenai 

penutup yang berupa kesimpulan dan saran-saran.   
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BAB II 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI 

 

A. Pengertian Hukum Islam  

Sistem hukum di setiap masyarakat memiliki sifat, karakter, ruang 

lingkupnya sendiri. Begitu juga halnya dengan system hukum dalam islam. islam 

memiliki system hukum sendiri yang dikenal dengan sebutan hukum islam. ada 

beberapa istilah yang terkait dengan kajian hukum islam, yaitu syariah, fikih, dan 

hukum syar‟i. istilah syariah, fikih, dan hukum syari‟I sangat popular dikalangan 

para pengkaji hukum islam di Indonesia. Namun, demikian, ketiga istilah ini 

sering dipahami secara tidak tepat, sehingga ketiganya terkadang saling tertukar. 

Untuk itu, di bawah masing-masing dari ketiga istilah tersebut dan hubungan 

antar ketiganya, terutama hubungan antar syariah dan fikih. Satu lagi istilah yang 

juga terkait dengan kajian hukum islam adalah ushul fikih.  

Pada prinsipnya hukum islam bersumber dari wahyu illahi, yakni al-

Qur‟an, yang kemudian dijelaskan lebih rinci oleh Nabi Muhammad Saw. 

Melalui Sunnah dan Hadistnya. Wahyu ini menentukan norma-norma dan 

konsep-konsep dasar hukum islam yang sekaligus merombak aturan atau norma 

yang sudah mentradisi di berbagai aturan dan tradisi yang tidak bertentangan 

dengan aturan-aturan dalam wahyu illahi tersebut. 
16

 

Konsep hukum dalam ajaran islam berbeda dengan konsep hukum pada 

umumnya, khususnya hukum modern. Dalam islam hukum dipandang sebagai 

                                                           
16 http://Ejournal. Tinjauan Hukum Islam, staffnew,uny.ac.id. di akses pada tanggal 16 Mei 

2018 Pukul 11.06. 



 

 

bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat 

islam menyakini bahwa hukum islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karena 

itu, ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.  

Namun demikian, syariah itu sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan 

sosial masyarakat manusia, diinterprestasi dan dijabarkan oleh aktivitis 

intelektual manusia dalam merespon berbagai problem yang dihadapi manusia 

dalam perkembangan masyarakat, sehingga terhimpun sejumlah ketentuan 

hukum hasil ijtihad dan penafsiran manusia di samping ketentuan-ketentuan yang 

secara langsung ditetapkan dalam wahyu ilahi. Oleh karena itu, hukum islam 

dinamakan fikih, yang berarti pemahaman dan penalaran rasioanal.  

Jadi, fikih itu menggambarkan sisi manusia dari hukum islam. Syariah 

atau fikih itu merupakan keseluruhan yang terdiri dari kumpulan berbagai satuan 

kaidah atau norma mengenai kasus-kasus individual. Satuan ketentuan atau 

kaidah mengenai suatu kasus ini disebut hukum syar‟i atau hukum syara‟. 

Sebagian dari kumpulan hukum syara‟ ini diambil oleh negara untuk dilegislasi 

dan dijadikan peraturan perundangan positif yang berlaku secara yuridis formal 

pada bidang-bidang hukum tertentu. Peraturan demikian disebut kanun (al-

qanun) yang kemudian dalam bahasa indonesia digunakan kata hukum islam.  

Jadi banyak istilah yang digunakan untuk menyebut hukum islam. Seperti 

istilah-istilah yang membedakan satu sama lain dan menggambarkan sisi tertentu 



 

 

dari hukum islam. Istilah-istilah yang dimaksud adalah syariah, fikih, hukum 

syar‟i, kanun, dan terjemahannya dalam suatu bahasa lain bukan Arab.
17

 

1. Syariah  

Secara harfiah, kata “syariah” berarti jalan, dalam pemakaian 

religiusnya, syariah berarti jalan yang digariskan Tuhan menuju kepada 

keslamatan atau lebih tepatnya jalan menuju Tuhan. Sedangkan syariah dalam 

arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, yaitu sebagai keseluruhan ajaran dan 

norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. yang mengatur 

kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaannya maupun dalam aspek 

tingkah laku praktisnya. Syariah adalah ajaran-ajarkaan agama islam itu 

sendiri, yang dibedakan menjadi dua aspek yaitu ajaran tentang kepercayaan 

(akidah) dan ajaran tentang tingkah laku (amaliah). Dalam hal ini, syariah arti 

luas identik dengan syarak (asy- syar‟) dan ad-din (agama Islam).  

Dalam arti sempit, syariah merujuk kepada aspek praktis (amaliah) 

dari syariah dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran atau 

norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia. Syariah dalam arti 

sempit inilah yang lazimnya diidentikkan dan diterjemahkan sebagai hukum 

islam. Hanya saja, syariah dalam arti sempit ini lebih luas dari sekedar hukum 

pada umumnya, karena syariah dalam arti sempit tidak saja meliputi norma 

hukum itu sendiri, tetapi juga norma etika atau kesulitan, norma sosial, dan 

norma keagamaan (seperti ibadah) yang diajarkan islam.  
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2. Fikih  

Kata “fikih” berasal dari kata Arab al-fiqh berarti mengerti, tahu atau 

paham. Sebagai istilah, fikih dipakai dalam dua arti yaitu ilmu hukum 

(jurisprudence) dan dalam arti hukum itu sendiri (law).  

Fikih dalam arti pertama adalah ilmu hukum islam. yaitu suatu cabang 

studi yang mengkaji norma-norma syariah dalam kaitannya dengan tingkah 

laku konkret manusia dalam berbagai dimensi hubungannya. Sedangkan fikih 

dalam arti kedua adalah hukum islam itu senidiri, yaitu kumpulan norma-

norma atau hukum-hukum syarak yang mengatur tingkah laku manusia dalam 

berbagai dimensi hubungannya, baik hukum-hukum itu diterapkan langsung 

di dalam Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi Saw. Maupun yang merupakan hasil 

ijtihad, yaitu interprestasi dan penjabaran oleh para ahli hukum islama 

(Fukaha) terhadap kedua sumber tadi.  

3. Hukum Syar’i  

Hukum Syar‟i (hukum syarak, hukum syaraih) secara harfiah berarti 

ketentuan, norma atau peraturan hukum islam, dan merupakan satuan dari 

syariah. Secara teknis, dalam ilmu hukum islam, hukum syarak didefinisikan 

sebagai “sapaan ilahi terhadap subjek hukum mengenai perbuatan atau 

tingkah lakunya, sapaan mana berisi tuntutan, perizinan atau penetapan.  

Dalam hukum, menurut konsepsi ini Tuhan menyapa manusia 

mengenai tingkah lakunya, dan penyapaanya Tuhan itulah yang disebut 

hukum. Setidaknya ini adalah konsepsi teoretis hukum islam (ahli-ahli fikih). 

Sapaan ilahi itu bisa berwujud mewajibkan, melarang, menganjurkan, 



 

 

memakruhkan, atau membolehkan (mengizinkan) manusia sebagai subjek 

hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan bisa berwujud 

menetapkan hubungan dua hal dimana yang satu menjadi sebab  syarat, atau 

penghalang bagi yang lain. 
18

 

 

B. Dalil Hukum Islam  

Dalam kajian ushul fiqh, secara lughawi, para ulama ushul mengartikan 

dalil dengan “sesuatu yang dapat memberi petunjuk kepada apa yang 

dikehendaki”. Imam Abu Ishak Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf, dalam kitab Al-

Luma‟Fi Ushul al-Fiqh, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dalil ialah: 

 اىلٍْىادًلي إًلى أىمً شىيٍئو حًسًيو أىكٍ مىعٍنىوًمو خىيٍْو أكٍشىرو 

Dalil ialah yang memberikan petunjuk kepada sesuatu yang dirasakan atau yang 

dipahami baik sifatnya hal yang baik maupun yang tidak baik. 

 

Dari pengertian yang dikemukakan dapat dipahami pada dasarnya, yang 

disebut dengan dalil hukum ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan alasan atau 

pijakan dalam usaha menemukan dan menetapkan hukum syara‟ atas dasar 

pertimbangan yang  benar dan tepat. Oleh karena itu, dalam istinbat hukum 

persoalan yang paling mendasar yang harus diperhatikan adalah menyangkut apa 

yang menjadi dalil atau pijakan yang dapat dipergunakan dalam menetapkan 

hukum syara‟ tersebut harus didukung oleh pertimbangan yang tepat dan cermat 

(shahih al-Nazar) dengan menggunakan dalil atau pijakan yang jelas.  
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Dalil hukum dikalangan para ulama ushul memang terdapat beberapa 

sebutan yang berbeda satu sama lainnya. Abdul Wahab Khallaf, misalnya 

mengemukakan bahwa dalil hukum itu, kadang-kadang disebut dengan adillat al-

Ahkam (dalil-dalil hukum), ushul al-ahkam (pokok-pokok hukum), musadir al-

ahkam (sumber-sumber hukum).  

Secara bahasa, istilah-istilah yang telah disebutkan diatas, memang 

mempunyai pengertian yang berbeda. Jika disebut sumber hukum, maka jelas 

mengandung makna tempat pengambilan atau rujukan utama serta merupakan 

asal sesuatu. Istilah-istilah mashadir al-ahkam, mashdir al-syari‟ah atau 

mashadir al-tasyri‟, dalam pengertian hukum islam, yang dikatakan sumber 

hukum itu tidak lain adalah Al-Qur‟an dan as-Sunnah saja.  

Sedangkan dalil, mengacu kepada pengertian sesuatu yang dapat 

dijadikan petunjuk sebagai alasan dalam menetpakan hukum syara‟. Demikian 

pula yang diistilahkan dengan adillat al-ahkam, ushul al-ahkam, asas al-tasyri, 

adillat al-syari‟ah. Dalam kontek ini al-Qur‟an dan as-Sunnah, disamping sebagai 

sumber, juga disebut sebagai dalil hukum, karena selain dari keduanya Al-Qur‟an 

dan as-Sunnah seperti al-Ijma‟, al-Qiyas dan lain-lain-lainnya disebut dalil 

hukum.  

Akan tetapi, dalam perkembangan pemikiran ushul fiqh, terutama terlihat 

dalam pemikiran ushul fiqh kontemporer istilah sumber hukum maupun dalil 

hukum merupakan istilah-istilah teknis yang dipakai oleh para ulama ushul untuk 

menyatakan segala sesuatu yang dijadikan alasan atau dasar dalam istinbat 



 

 

hukum dan dalam prakteknya mencakup Al-Qur‟an, as-Sunnah dan dalil-dalil 

atau sumber-sumber selain keduanya. 

Kata sumber dalam hukum fiqh kontemporer adalah terjemah dari lafaz 

masdar, jamaknya masdar. Lafaz itu hanya terdapat dalam sebagian literatur 

kontemporer sebagai ganti dari sebutan dalil atau lengkapnya “al-adillah 

syar‟iyyah” sedangkan secara etimologis, kata sumber (masdar), atau dengan 

jamaknya: masdar, dapat diartikan suatu wadah yang dari wadah itu ditemukan 

atau ditimba norma hukum. Sedangkan ”dalil hukum” berarti sesuatu yang 

memberi petunjuk dan menentukan kita dalam menemukan hukum Allah.  

Kata “sumber” dalam artian ini hanya dapat digunakan untuk al-Qur‟an 

dan Sunnah, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba 

hukum syara‟ tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk ijma‟ dan qiyas 

karena keduanya bukanlah wadah yang dapat ditimba norma hukum. Ijma‟ dan 

qiyas, keduanya adalah cara dalam menemukan hukum. 
19

 

Kata ”dalil” dapat digunakan untuk al-Qur‟an dan sunnah, juga dapat 

digunakan untuk ijma‟ dan qiyas, karena memang semuanya menuntun kepada 

pertemuan hukum Allah. Karena pembahasan dalam buku ini akan menjangkau 

pula kepada ra‟yu dan ijtihad, maka istilah yang lebih tepat digunakan adalah 

“dalil-dalil fiqh”.  

Kata “dalil” itu berasal dari bahasa arab, yang secara etimologis berarti 

sesuatu yang dapat menunjuki. Kata “dalil” dan kata yang seakan dengannya, 

disebut-sebanyak 8 kali dalam al-Qur‟an dengan arti tersebut. 
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Dikalangan fuqaha, kata “dalil” diartikan: “sesuatu yang padanya terdapat 

penunjukan pengajaran, baik yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang 

meyakinkab atau kepada dugaan kuat yang tidak meyakinkan”. Dikalangan 

ulama ushul fiqh itu, maka sesuatu yang tidak menyampaikan kepada tuntutan 

atau menyampaikan kepada tuntutan yang bukan khabar, atau menyampaikan 

dengan pemikiran yang salah, bukan disebut “dalil” dalam artian ini. 

Al-Syathibi mengemukakan prinsip suatu dalil syara‟ sebagai berikut:  

1. Dalil syara‟ tidak bertentangan dengan tuntutan akal. Prinsip ini didasarkan 

kepada: 

a. Kalau menyalahi akal, maka ia bukanlah dalil syara‟ untuk hamba yang 

berakal.  

b. Kalau menyalahi akal, berarti membebani manusia dengan sesuai yang 

tidak mampu dilakukan manusia.  

c. Sumber taklif atau pembebanan hukum adalah akal. 

d. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil syara‟ berlaku menurut akal.  

2. Tujuan pembentukan dalil adalah menetapkan perbuatan manusia dalam 

perhitungannya.  

3. Setiap dalil bersifat kulli (global). Seandainya ia bersifat juz‟i (terinci) adalah 

tersebab oleh hal-hal yang dating kemudian, dan tidak menurut asal 

penetapannya.  

4. Dalil syara‟ terbagi kepada qath‟i dan zhanni. 

5. Dalil syara‟ terdiri dari dalil naqli dan dalil „aqli. 

Al-Amidi membagi dalil kepada dua kelompok, yaitu:  



 

 

Pertama, dalil yang shahih menurut dirinya dan wajib diamalkan, terdiri dari: 

1. Dalil yang disampaikan oleh Nabi dalam bentuk yang terbaca, yaitu al-

Qur‟an. 

2. Dalil yang disampaikan Nabi dalam bentuk yang tak tebaca, yaitu Sunnah. 

Al-Qur‟an dan Sunnah disebut dalil nash. 

3. Dalil yang tidak disampaikan oleh Nabi atau bukan nash, bentuknya terdiri 

dari. 

a. Terpelihara dari kesalahan, yaitu ijma‟. 

b. Tidak terpelihara dari kesalahan tetapi dapat dihubungkan kepada nash, 

yaitu istidlal. 

c. Tidak terpelihara dari kesalahan dan tidak pula dihubungkan kepada nash, 

istidlal. 

Nash dan ijma‟ adalah dalil pokok sedangkan qiyas dan istidlal adalah 

cabang yang mengikuti kepada nash dan ijma‟.Kedua, sesuatu yang diperkirakan 

dalil shahih, sebenarnya bukan dalil, yaitu: syar‟uman qablana, mazhab shahabi, 

istihsan dan maslahah mursalah. 

Dalil-dalil syara‟ yang disepakati yaitu Qur‟an, Sunnah, ijma‟ dan qiyas. 

Dalil-dalil syara‟ yang tidak disepakati yaitu istihsan, maslahah mursalah, 

istishab, „urf, syar‟u man qablana dan mazhab shahabi. 

Al-Qur‟an, Sunnah, ijma‟, qiyas disepakati oleh Ahlussunnah sebagai 

dalil secara prinsip, walaupun berbeda dalam kadar penggunaanya. Kempatnya 

mendapatkan landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur‟an dan Sunnah. 



 

 

Dalam kajian ushul fiqh, secara lughawi, para ulama ushul mengartikan 

dalil dengan “sesuatu yang dapat memberi petunjuk kepada apa yang 

dikehendaki”. Imam Abu Ishak Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf, dalam kitab Al-

Luma‟Fi Ushul al-Fiqh, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dalil ialah: 

Dari pengertian yang dikemukakan dapat dipahami pada dasarnya, yang 

disebut dengan dalil hukum ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan alasan atau 

pijakan dalam usaha menemukan dan menetapkan hukum syara‟ atas dasar 

pertimbangan yang  benar dan tepat. Oleh karena itu, dalam istinbat hukum 

persoalan yang paling mendasar yang harus diperhatikan adalah menyangkut apa 

yang menjadi dalil atau pijakan yang dapat dipergunakan dalam menetapkan 

hukum syara‟ tersebut harus didukung oleh pertimbangan yang tepat dan cermat 

(shahih al-Nazar) dengan menggunakan dalil atau pijakan yang jelas.  

Dalil hukum dikalangan para ulama ushul memang terdapat beberapa 

sebutan yang berbeda satu sama lainnya. Abdul Wahab Khallaf, misalnya 

mengemukakan bahwa dalil hukum itu, kadang-kadang disebut dengan adillat al-

Ahkam (dalil-dalil hukum), ushul al-ahkam (pokok-pokok hukum), musadir al-

ahkam (sumber-sumber hukum).  

Secara bahasa, istilah-istilah yang telah disebutkan diatas, memang 

mempunyai pengertian yang berbeda. Jika disebut sumber hukum, maka jelas 

mengandung makna tempat pengambilan atau rujukan utama serta merupakan 

asal sesuatu. Istilah-istilah mashadir al-ahkam, mashdir al-syari‟ah atau 

mashadir al-tasyri‟, dalam pengertian hukum islam, yang dikatakan sumber 

hukum itu tidak lain adalah Al-Qur‟an dan as-Sunnah saja.  



 

 

Sedangkan dalil, mengacu kepada pengertian sesuatu yang dapat 

dijadikan petunjuk sebagai alasan dalam menetpakan hukum syara‟. Demikian 

pula yang diistilahkan dengan adillat al-ahkam, ushul al-ahkam, asas al-tasyri, 

adillat al-syari‟ah. Dalam kontek ini al-Qur‟an dan as-Sunnah, disamping 

sebagai sumber, juga disebut sebagai dalil hukum, karena selain dari keduanya 

Al-Qur‟an dan as-Sunnah seperti al-Ijma‟, al-Qiyas dan lain-lain-lainnya disebut 

dalil hukum.  

Akan tetapi, dalam perkembangan pemikiran ushul fiqh, terutama terlihat 

dalam pemikiran ushul fiqh kontemporer istilah sumber hukum maupun dalil 

hukum merupakan istilah-istilah teknis yang dipakai oleh para ulama ushul untuk 

menyatakan segala sesuatu yang dijadikan alasan atau dasar dalam istinbat 

hukum dan dalam prakteknya mencakup Al-Qur‟an, as-Sunnah dan dalil-dalil 

atau sumber-sumber selain keduanya. 

Secara etimologis, al-Qur‟an adalah bentuk masdar dari kata qa-ra-a 

 artinya: bacaan, berbicara tentang apa ,(فعلان) sewazan dengan kata fu‟lan ,(قرأ)

yang tertulis padanya, atau melihat dan menelaah. Kata قرآن berarti مقروء, yaitu 

isim maf‟ul (objek) dari ْْقرا. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-

Qiyamah (75): 17-18: 

نىا جَىٍعىوي كىقػيرٍآ نىوي * فىاتٍىبًعٍ قػيرٍانىوي   إً فَّ عىلىيػٍ
Sesungguhnya al-Qur‟an itu memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih 

lurus. 

Kata “Qur‟an” digunakan dalam arti sebagai nama kitab suci yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bila dilafazkan dengan menggunakan 



 

 

alif-lam berarti untuk keseluruhan apa yang dimaksud dengan Qur‟an, 

sebagaimana firman Allah dalam surat al-Isra‟ (17): 9: 

 ْْ   ْ  ْ  ْْ  ْْ

Kitab (al-Qur‟an) itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi merekan yang 

bertaqwa. 

 

Arti al-Qur‟an secara terminologis ditemukan dalam beberapa rumusan 

definisi sebagai berikut : 

1. Menurut syaltut, al-Qur‟an adalah: “lafaz Arabi yang diturunkan kepada 

Nabi Muhammad SAW, dinukilkan kepada kita secara mutawatir”. 

2. Al-Syaukani mengartikan al-Qur‟an dengan “kalam Allah yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf, dinukilkan secara 

mutawatir”.  

3. Definisi al-Qur‟an yang dikemukakan Abu Zahrah ialah: “kitab yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad”.  

4. Menurut al-Sarkhisi, al-Qur‟an adalah: “Kitab yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf, diturunkan huruf yang tujuh yang 

masyhur dan dinukilkan secara mutawatir”. 

5. Ibnu Subki mendifinisikan al-Qur‟an: “Lafaz yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, mengandung mu‟jizat setiap suratnya,yang beribadah 

membacanya”.
20
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C. Pengertian Fatwa  

Fatwa secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu al-fatwa, dengan 

bentuk jamak fatwa, yang berarti petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum. 

Pendapat dalam bidang hukum atau legal opinion. Fatwa secara literature berasal 

dari kata al fatwa () yang berarti pemuda, baru, penjelasan, penerangan.  

Pada Ensiklopedi Islam, fatwa diartikan sebagai pendapat mengenai suatu 

hukum dalam islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap 

pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. 

Dalam ilmu usul fikih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang 

mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu 

kasus yang bersifat tidak mengikat.  

Yusuf Qardhawi mengartikan fatwa secara syara‟ adalah menerangkan 

hukum syara‟ dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan dari 

perseorangan maupun kolektif yang identitasnya jelas maupun tidak. Menurut al 

Jurjani, fatwa berasal dari al fatwa atau al futya yang berarti jawaban terhadap 

suatu permasalahan (musykil) dalam bidang hukum. Zamakhsyari berpendapat 

bahwa secara terminologi fatwa adalah penjelasan hukum syara‟ tentang suatu 

masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut as Syatibi, fatwa 

dalam arti al iftaa berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara‟ yang tidak 

mengikat untuk diikuti. Fatwa adalah suatu pendapat hukum secara syar‟i atas 

suatu permasalahan yang diajukan oleh individu atau kelompok yang tidak 

memiliki kekuatan mengikat.  



 

 

Dari pengertian-pengertian fatwa, Ma‟ruf Amin berpendapat bahwa 

terdapat dua hal penting di dalam fatwa, yaitu: 

1. Fatwa bersifat responsive. Ia merupakan jawaban hukum (legal opinion) yang 

dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa (based on 

demand). Pada umumnya fatwa dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan 

yang merupakan peristiwa atau kasus yang telah terjadi atau nyata.  

2. Dari segi kekuasaan hukum, fatwa sebagai jawaban hukum (legal opinion) 

tidaklah bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa (mustafti), baik 

perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau 

hukum yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan bahwa fatwa tidaklah 

mengikat sebagaimana putusan pengaadilan (qadha). Bisa saja fatwa seorang 

mufti di suatu tempat berbeda dengan fatwa mufti lain di tempat yang sama.  

Dari pengertian fatwa, terdapat unsur-unsur dalam proses pemberian 

fatwa, yaitu: 

1. Al ifta atau al futya, yaitu kegiatan menerangkan hukum syara‟ (fatwa) 

sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.  

2. Mustafti, yaitu individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan atau 

meminta fatwa. 

3. Mufti, orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau orang 

yang memberikan fatwa. 

4. Mustafti Fih, yaitu masalah, peristiwa, kasus atau kejedian yang ditanyakan 

status hukumnya. 



 

 

5. Fatwa, artinya jawaban hukum atas masalah, peristiwa, kasus atau kejadian 

yang ditanyakan. 

Mufti pertama dalam sejarah Islam adalah Ibrahim bin Yazid an_Nakh‟i 

(wafat 95 H), „Atha‟ bin Abi Rabah (w. 114 H), dan „Abdullah bin Abi Nujaih 

(wafat 132 H). Pada beberapa Negara Islam saat ini, seperti di Mesir, Arab 

Saudi, Suriah, dan Maroko, mufti merupakan posisi penting dan memiliki 

lembaga resmi yang mengurus berbagai persoalaan umat islam. mufti ini tidak 

terikat dengan salah satu mazhab, tetapi bersifat komprehensif dengan 

mempertimbangkan berbagai pendapat mazhab, sesuai dengan kondisi dan 

situasi masyarakat. Namun, mufti juga terikat dengan perundang-undangan yang 

disusun oleh negaranya.  

Untuk menjadi seorang mufti, ulama ushul fikih mengemukakan 

persyaratan yang harus dipenuhi seorang mufti agar fatwanya dapat 

dipertanggungjawabkan, yaitu, (1) balig, berakal, dan merdeka, (2) adil, (3) 

memenuhi persyaratan seorang mujtahid atau memiliki kapasitas keilmuan untuk 

memberikan fatwa. Imam Abu Hamid al-Gazali berpendapat bahwa yang 

dimaksudkan dengan adil adalah seoarang yang istikamah dalam agamanya dan 

memelihara kehormatan pribadinya. Syarat ini sangat diperlukan, karena mufti 

merupakan panutan bagi masyarakat, baik dari segi fatwa yang dikeluarkannya 

maupun dari segi kepribadiannya. Ulama ushul fikih juga mengemukakan bahwa 

ada tiga hal yang harus diperhatikan para mufti dalam kaitannya dengan syarat 

adil ini, yaitu:  



 

 

1. Setiap fatwanya harus senantiasa dilandasi oleh dalil. Apabila fatwanya itu 

diambil dari pendapat para mujtahid terdahulu, maka ia harus memilih 

pendapat yang terkuat dalilnya dan lebih berorientasi pada kemaslahatan. 

2. Apabila mufti tersebut mempunyai kapasitas ilmiah untuk mengistinbatkan 

hukum, maka ia harus berusaha menggali hukum dari nas dengan 

mempertimbangkan berbagai realitas yang ada. 

3. Fatwa itu tidak mengikuti kehendak al-mustaftii, tetapi mempertimbangkan 

dan mengikuti kehendak dalil dan kemaslahatan umat manusia.  

Yusuf Qardawi memberikan ketentuan untuk mustafti dalam 

menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mufti sebagai 

berikut: 

1. Menanyakan sesuatu yang bermanfaat. Pertanyaan yang disampaikan kepada 

mufti adalah pertanyaan yang bermanfaat bagi dirinya atau bagi orang lain 

untuk memerlukan suatu ketentuan hukum. 

2. Menyampaikan kebenaran persoalan. Persoalan yang disampaikan kepada 

mufti hendaklah bukan persoalan yang sudah ada jelas hukumnya dalam 

syariah. Mustafti tidak boleh memutarbalikan atau menutup-nutupi keadaan 

sebenarnya untuk mendapat ketentuan yang diinginkan olehnya dari mufti.  

3. Mencari kejelasan fatwa dengan ketentuannya. Mustafti harus memahami isi 

fatwa mengenai ketentuanp-ketentuan yang diberikan oleh mufti untuk 

diterapkan diterapkan pada dirinya sesuai dengan kondisinya.  

Jawabannya mufti dapat menjadi hukum bagi mustafti ketika ia 

melaksanakan apa yang ditentukan oleh mufti. Oleh karena itu, mustafti harus 



 

 

menyampaikan pertanyaan dengan benar agar mufti dapat memberikan jawaban 

yang benar. 

 

D. Kedudukan Fatwa Menurut Hukum Islam  

Fatwa seringkali menjadi medan wacana para ulama ushul fiqh dalam 

karya monumental. Dalam perspektif para ulama ushul fiqh, fatwa dimaknai 

sebagai pendapat yang dikemukakan mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan 

yang diajukan mustasfi  pada suatu kasus yang sifatnya  tidak mengikat. Mustasfi 

bisa bersifat individual, institusi atau kelompok masyarakat. Produk fatwa tidak 

mesti diikuti oleh mustasfi, karenanya fatwa tidak memiliki daya ikat.   

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum islam, karena fatwa 

merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum islam (fuqaha) tentang 

kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. 

Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara 

ekslisit (tegas), baik dalam al-Qur‟an, as-Sunnah dan Ijma‟ maupun pendapat-

pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif 

yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah 

tersebut. Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas 

suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana barat ahli hukum islam 

mengkategorikan fatwa sebagai juripundensi islam.  

Sehubungan dengan hal diatas, maka fatwa bisa diartikan sebagai 

penjelasan hukum syariat atas persoalan tertentu, sehingga kaidah pengambilan 

fatwa tidak mengubah dengan kaidah menggali hukum-hukum syariat dari dalil-



 

 

dalil syariat (ijtihad). Pasalnya, untuk mengetahui hukum syariat dari dalil-dalil 

syariat adalah dengan ijtihad, dan tidak ada cara lain. Oleh karena itu, seorang 

mufti (pemberi fatwa) tidak mengubah dengan seorang mujtahid yang 

mencurahkan segala kemampuannya untuk menemukan hukum dari sumber 

hukum islam yakni al-Qur‟an dan Hadist.  

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi tabyin dan tawjih. Tabyin 

artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi masyarakat, 

khususnya masyarakat yang memang mengaharapkan keberadaannya. Taujih, 

yakni memberikan guidance (pentunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat 

luas tentang permasalahan agama yang bersifat kontemporer.  

Fungsi tabyin dan tawjih fatwa terikat dalam fungsi keulamaan, sehingga 

fatwasyar‟iyah yang telah dikeluarkan sejak generasi sahabat tabi‟in, tabiut 

tabi‟in dan generasi sesudahnya hingga generasi ulama sekarang.  

Karakteristik fatwa klasik lebih bersifat individual dan mandiri, 

kemudian dalam era madzhb  fatwa-fatwa yang dibuat berada dalam lingkup 

madzhab fiqh tertentu. Sedangkan fatwa kontemporer sering bersifat lintas 

mazhab atau panduan (taufiq) antar mazhab-mazhab.  

Pendekatan ini seiring dengan berkembanganya kajian perbandingan 

antar mazhab. Adapun fatwa-fatwa yang terjadi saat ini, ada yang merupakan 

fatwa fardiah (individual), tetapi lebih banyak yang bersifat konsultatif, 

koneksitas atau kadang bersifat kolektif dan melembaga seperti fatwa organisasi 

kemasyarakatan. Kemudian untuk mengetahui kedudukan fatwa dalam sumber 



 

 

hukum islam, khususnya fatwa organisasi kemasyarakatan maka ada beberapa 

hal yang perlu untuk dijelaskan, sebagai berikut: 
21

 

1. Korelasi Fatwa dan Ijtihad  

Ijtihad merupakan pengerahan segala kesanggupan seorang faqih (ahli 

hukum islam) untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui 

dalil syara‟ (agama). Dalam istilah inilah, ijtihad lebih banyak dikenal dan 

digunakan bahwa banyak para fuqaha yang menegaskan bahwa ijtihad itu 

bisa dilakukan di bidang hukum islam. Ijtihad dapat diartikan juga sebagi 

usaha yang sungguh-sungguh (beberapa orang) ulama tertentu, yang memiliki 

syarat-syarat tertentu, untuk merumuskan kepastian atau penilaian hukum 

mengenai sesuatu atau beberapa perkara, yang tidak terdapat kepastian 

hukumnya secara eksplesit dan positif, baik dalam al-Qur‟an maupun al-

Hadist. Fungsi ijtihad sebagai salah satu sumber hukum islam adalah 

dinamisator. 

Dengan kata lain, ijtihad adalah pengerahan segala kesanggupan 

seorang faqih (ahli hukum islam) untuk memperoleh pengetahuan tentang 

hukum sesuatu melalui dalil syara‟ (agama). Dalam istilah inilah, ijtihad 

lebih banyak dikenal dan digunakan bahwa banyak para fuqaha yang 

menegaskan bahwa ijtihad itu bisa dilakukan di bidang hukum islam.  

Berbicara tentang fatwa, tidak terlepas dari bahasan dan keberedaan 

ijtihad dengan segala perangkatnya yang ada. Hal ini disebabkan karena 

fatwa diberikan untuk kepentingan masyarakat umum, setelah memenuhi 
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syarat-syarat yang terkait dengan fatwa. Fatwa dikeluarkan oleh para 

ulama/ahli hukum islam yang mampu mengangkat permasalahan tentang 

keagamaan maupun tentang non keagamaan (seperti kedokteran, dan 

penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 

sebagainya).  

2. Perbedaan Fatwa dan Ijtihad  

Pada hakikatnya antara fatwa dan ijtihad memiliki perbedaan. 

Menurut Rifyal Ka‟bah, sebagaimana dikutip oleh H. Uyun Kamilududdin 

bahwa fatwa merupakan usaha untuk memberikan penjelasan tentang hukum 

syara‟oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahui. Kemudian menurut 

Shiddieq Amien, fatwa adalah ”pendapat di bidang hukum” atau official legal 

opinion”. Sehingga fatwa lebih spesifik dari pada ijtihad karena ijtihad adalah 

istinbath hukum, baik ada maupun tidak ada persoalan atau pertanyaan. Fatwa 

lebih bersifat kasuistik karena ia merupakan respon atas pertanyaan yang 

diajukan oleh peminta fatwa.  

Seperti telah diungkapkan di atas fatwa tidak memiliki daya ikat 

sehingga masyarakat maupun orang yang meminta fatwa tidak harus 

melaksanakan rumusan hukum yang diberikan kepadanya. Meskipun fatwa 

cenderung dinamis karena ia merupakan respon terhadap perkembangan isu 

yang sedang di hadapi masyarakat, tetapi isi fatwa tidak selamanya dinamis 

dan responsif. Munculnya fatwa sangat bergantung pada visi hukum dan 

sosial para ulama pemberi fatwa.    



 

 

Menurut Amir Syarifuddin, ada pakar ushul fiqh yang 

membandingkan antara fatwa dengan ijtihad yang menurut maknanya bahwa 

fatwa lebih khusus dari pada ijtihad. Kekhususan itu adalah fatwa dilakukan 

setelah ada seseorang bertanya, sedang ijtihad dilakukan tanpa menunggu 

adanya pertanyaan dari pihak manapun. Amir Syarifuddin menetang pendapat 

yang menyamakan antara ijtihad dengan fatwa tersebut. Menurutnya, 

keduanya berbeda karena subjek yang memang berbeda. Ijtihad adalah usaha 

menggali hukum dari sumber dan dalil, sedangkan fatwa adalah usaha 

menyampaikan hasil penggalian melalui ijtihad kepada orang lain yang 

bertanya. Fatwa merupakan salah satu cara untuk menyampaikan hasil dari 

ijtihad kepada orang melalui ucapan. Dan cara penyampaian lainnya yakni 

melalui perbuatan.  

Al-Amidi dan An-Nabhani juga berpendapat bahwa ijtihad adalah 

mencurahkan seluruh kemampuan untuk menggali hukum-hukum syariat dari 

dalil-dalil dzanni hingga batas tidak ada lagi kemampuan melakukan usaha 

lebih dari apa yang telah dicurahkan. Ifta hanya dilakukan ketika ada kejadian 

secara nyata, lalu ulama ahli hukum islam berusaha mengetahui hukumnya, 

sehingga fatwa lebih spesifik dibandingkan dengan ijtihad.  

3. Perbedaan Fatwa dan Ijma‟ 

Secara harfiyah ijma sendiri berarti sepakat, artinya ijma‟ merupakan 

kesepakatan mujtahid. Karena itu dimungkinkan adanya ijma‟ yang dibuat 

oleh seorang saja. Kesepakatan atau penetapan suatu hukum harus harus 

dicapai oleh sejumlah kelompok dan memiliki persamaan pendapat. Intinya 



 

 

kesepakatan ini harus disepakati oleh seluruh mujtahid islam. Pengertian 

ijma‟ menurut istilah ulama ushul adalah ”kesepakatan seluruh mujtahid dari 

kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah SAW, atas suatu hukum 

syara‟ dalam suatu kasus tertentu”. Suatu kaum dikatakan telah berijma‟ bila 

mereka bersikap terhadap sesuatu hal tertentu.  

Secara umum, para ulama saat ini tidak memiliki kemampuan yang 

memadai untuk mengeluarkan fatwa secara individual, masih melakukan 

keterlibatan para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan tidak mungkin dilakukan 

oleh seseorang spesialis pada satu bidang saja, sehingga untuk mengeluarkan 

fatwa pada masa sekarang dilakukan melalui ijtihad jama‟i (ijtihad kolektif) 

sebagaimana yang dilakukan oleh ulam-ulama yang tergolong dalam 

organisaasi kemasyarakatan selama ini, mereka melakukan ijtihad secara 

bersama-sama sebagai respresentasi dari para ahli hukum islam bersama 

dengan para ahli bidang tertentu yang terkait dengan masalah yang akan 

difatwakan agar tingkat presisinya dapat dipertanggungjawabkan.  

Hasil ijtima‟ jama‟i (ijtihad kolektif) ini menurut Muhtar Yahya dan 

Fathurrahman juga tidak serta merta dapat dipersamakan dengan ijma‟ karena 

para ulama yang berperan dalam ijtihad tersebut tidak meliputi seluruh ulama 

yang menjadi persyaratan bagi suatu ijma‟ karena kegiatan ijtihad ijma‟i 

(ijtihad kolektif) ini memungkinkan untuk dilakukan beberapa kali oleh 

pelaku yang berbeda pada waktu dan tempat yang berlainan sehingga temuan 

hukumnya memungkin ada perbedaan antara satu kegiatan ijtihad jama‟i 



 

 

dengan yang lain, akan tetapi sebaliknya jama‟ tidak memberikan kesempatan 

untuk berbeda pendapat karena semua ulama telah sepakat. 
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E. Pandangan Fiqh Terhadap Fatwa MUI  

Membeli barang dengan angsuran atau anggunan adalah salah satu 

pemandangan yang lazim ditemui di masyarakat indonesia dan bagian negara 

lain. Praktik jual beli dengan sistem itu dianggap sebagai cara alternatif 

memperoleh sesuatu yang diinginkan secara mudah dan ringan.Tetapi, timbul 

persoalan tatkala barang yang dijadikan objek komersial itu ialah emas dan 

perak. Praktik muamalat jual beli keduanya yang dilakukan secara non-tunai di 

masa Rasulullah, tidak diperbolehkan. 

1. Syarat Jual Beli Emas atau Komoditi Ribawi 

Syarat yang diberikan oleh islam dalam jual beli emas (dikenal 

dengan istilah: sharf) tidak bisa ditawar-tawar berdasarkan hadits berikut:  

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum 

dijual dengan gandum, syar‟ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan 

syar‟ir,kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka 

jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan 

(tunai).Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah 

berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang 

memberinya sama-sama berada dalam dosa”. (HR. Muslim No. 1584) 
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“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak,gandum 

dijual dengan gandum, sya‟ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya‟ir, 

kurma dijua dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah 

(takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis 

barang tadi berbeda, maka silakan engkau membaterkannya sesukamu, 

namun harus dilakukan secara kontan (tunai). (HR.Muslim No. 1587) 

Syarat jual beli emas ada 2 yaitu: 

a. Jika emas ditukar dengan emas, maka syarat yang harus dipenuhi adalah 

1) Yadan bi yadin (harus tunai). 

2) Mitslan bi mitslin (timbangannya sama meskipun beda kualitas). 

b. Jika emas ditukar dengan uang, maka syarat yang harus dipenuhi adalah 

yadan bi yadin (harus tunai), meskipun beda timbangan (nominal). 

Implementasi dalil dalam konteks memunculkan ragam persepsi, 

terutama saat emas atau perak tak lagi diposisikan sebagai media utama 

bertransaksi. Perbedaan pendapat pun muncul, baik dikalangan ulama salaf 

ataupun khalaf (kontemporer).  

Dalam Bai‟ ad-Dzahab bi at-Taqsith, Syeikh Abdul Hamid As-Syauqi 

Al-Jibali mengatakan, ulama berbeda pendapat terkait hukum jual beli emas 

dengan cara angsuran. Menurut mayoritas ulam madzhab Hanafi, Maliki, 

Syafi‟i, dan Hanbali, praktik tersebut dilarang dalam agama.  

Dalam pandangan kalangan ini, emas dan perak adalah tsaman (harga, 

alat pembayaran, uang) yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran 

maupun tunda, karena hal itu menyebabkan riba. Hal ini berdasarkan antara 



 

 

lain, hadits riwayat Ubadah bin Ash-Shamit. Rasulullah bersabda, ”Jika jenis 

(harta ribawi) ini berbeda maka jual belikanlah sesuai kehendakmu apabila 

dilakukan secara tunai”.  

Sedangkan pendapat kedua memperbolehkan praktik jual beli emas 

non-tunai. Pandangan ini masyhur dirujuk ke Ibnu Taimiyyah dan Ibnu 

Qayyim, dari kalangan klasik. Sebagian ulama kontemporer juga berpendapat 

sama dengan kedua tokoh tersebut. Diantaranya Syeikh Abdurrahman As-

Sa‟di dan Mufti Lembaga Fatwa Mesir (Dar Al- Ifta‟ Al-Mishriyyah), Syeikh 

Ali Jumu‟ah. Menurut perspektif kelompok ini, jual beli emas dan perak 

diperbolehkan dengan angsuran keberadaan emas saat ini tidak lagi sebagai 

media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang 

sebagaimana baranf lainnya.  

Sedangkan hadits riwayat Sa‟id Al-Khudri, menurut Ali Jumu‟ah, 

mengandung illat bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan 

transaksi di masyarakat. Dalam konteks masa kini, saat fungsi itu tak lagi 

berlaku maka tiada pula hukum tersebut. Berdasarkan kaidah fam ikih al 

hukmu yadurru ma‟a „illathi wu judan wa „adaman (hukum berlaku bersama 

dengan illat-nya, baik ada mapun tiada). 

Argumen lain yang dikemukakan kalangan yang membolehkan ialah 

prinsip kemudahan yang menjadi ruh dari syariat islam. Saat ini, bila larangan 

angsuaran atau anggunan membeli emas atau perak maka bisa menyebabkan 

kemaslahatan manusia terancam dan akan mengalami kesulitan. Praktik jual 

beli ini pernah menjadi bahasan penting Dewan Syariah Nasional Majelis 



 

 

Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam Himpunan Fatwa DSN-MUI 

disebutkan, saat ini masyarakat dunia tak lagi memperlakukan emas atau 

perak sebagai uang, tetapi lebih difungsikan sebgai barang.  

Kenyataan ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu 

Taimiyyah dan Ibnu Qayyim. Karenanya, jual beli emas secara tidak tunai, 

baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh selama 

emas tidak menjadi tukar resmi atau uang. Sedangkan definisi naqd (uang) 

sendiri adalah sesuatu yang dijadikan harga oleh masyarakat, baik terdiri atas 

logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya. Naqd itu 

diterbitkan oleh lembaga keungan pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar 

status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat atau kebiasaan yang 

berlaku pada suatu komunitas masyarakat.  

Namun, hukum boleh yang ditetapkan oleh MUI memiliki batasan dan 

ketentuan, yaitu pertama harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama 

jangka waktu perjanjian, meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh 

tempo. Kedua emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh 

dijadikan jaminan (rahn). Ketiga, emas yang dijadikan jaminan tersebut tidak 

boleh diperjual-belikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan 

perpindahan kepemilikan.  

 

C. Jual Beli Menurut Hukum Islam  

1. Pengertian Jual Beli  

Secara bahasa adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau 

barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, 



 

 

yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan 

perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara‟ dan disepakati. 
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Mereka mengambil istilah dari kata ba-a‟ (ْعا  artinya: lengan) yang ,بَ

dijulurkan, untuk menyatakan persetujuan untuk memegang barang yang 

dijual belikan baik harganya atau barang yang dihargai.  

Kata bai‟ (ِْبيَْع) dimutlakann pula penggunaannya untuk pembelian, 

sehingga istilah ini termasuk istilah yang saling berlawanan. Demikian pula 

dengan kata syira‟ (الشِّرَاء) juga termasuk kata yang saling berlawanan. Akan 

tetapi apabila dikatakan ba‟i‟ (ِْبيَْع) maka yang terlintas dalam benak adalah 

orang yang menyerahkan barang yang diperjualbelikan (penjual). 

 Jual beli secara terminologis artinya mengganti dan menukar sesuatu 

dengan yang lain. Sedangkan secara terminologis, ulama Hanafiyah 

mendefinisikan dengan “saling menukar harta dengan dengan harta melalui 

cara tertentu”, atau, “tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang 

sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. 
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Adapun jual beli menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah 

yaitu saling menukar harta dengan `harta dengan harta atas dasar suka sama 

suka. Pendapat lain mendefinisikan “menukar barang dengan barang atau 

barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu 

kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Pendapat lain menyatakan, jual 
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beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) 

dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara‟. 
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Sedang menurut kitab Fath{ul al-Mu’i>nkataal-bai‟ didefinisikan 

sebagai:  

 مقا بلة ماؿ بما على كجو مِصو ص
“Menukar sejumlah harta dengan harta (yang lain) dengan cara yang khusus”. 

 

Jual beli menurut bahasa terdapat perbedaan dikalangan para ulama. 

Menurut Sayyi>d Sabi>q jual beli diartikan melepaskan harta dengan maksud 

mendapatkan harta orang lain berdasarkan keralaan atau memindahkan milik 

dengan mendapat benda lain sebagai ganti secara rela sama rela. 
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Menurut Ulama Mazhab H}anafi, sebagiamana dikutip „Abdurrahman 

Al-Jazi>ri> jual beli adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan 

kabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga bisa melalui saling 

memberikan barang dan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu, harta 

yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, 

minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang diperjualbelikan, 

karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi orang muslim. Jika jenis-

jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut Ulama Madzhab 

Hanafi jual belinya tidak sah.
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Ikan, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi orang 

muslim. Jika jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut 

Ulama Mazhab Ha}nafi jual belinya tidak sah. 
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Jual beli menurut ulama Ma>liki>yah ada dua macam, yaitu jual beli 

yang bermanfaat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam 

arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan 

kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah 

pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran 

atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sedangkan, jual beli dalam arti 

khusus adalah sesuatu yang bukan manfaat yaitu, bahwa benda yang 

ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi 

bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. 
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Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli 

adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang dengan barang. Atau barang 

dengan uang yang pelaksanaanya disertai dengan kerelaan tanpa paksaan dan 

dengan sendirinya menimbulkan suatu perikatan yang berupa kewajiban 

timbal balik antara penjual dan pembeli sesuai dengan perjanjian atau 

ketentuan yang telah dibenarkan syarak dan disepakati. Karena pada dasarnya 

hikmah muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan sesuatu 

yang ada di tangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti.
30
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Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi 

persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya 

dengan jual beli, maka apabila syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi 

berarti tidak sesuai dengan kehendak syarak. Sedangkan yang dimaksud 

dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan 

yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan 

uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda 

yang dapat dibenarkan penggunannya menurut syarak, benda itu adakalanya 

bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), dan 

tak ada menyerupainya (qi>mi>) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta 

tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara‟. 
31

 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

Kegiatan jual beli merupakan suatu yang telah dianjurkan dan 

dibolehkan untuk dilakukan oleh manusia dalam sarana pemenuhan 

kebutuhan hidup. Oleh karena itu, jual beli mempunyai landasan yang sangat 

kuat di dalam al-Qur‟an dan Hadis. Adapun dasar hukum jual beli dalam 

islam adalah al-Qur‟an, as-Sunnah, dan Ijmak Ulama.  

a. Al-Qur‟an 

Firman Allah dalam Q.S al-Baqarah ayat 275:  

32كىأىحىلَّ اللهي الٍبػىيٍعى كىحىرَّىـ الرِّبىا
 

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” 
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Allah telah menghalalkan jual beli, karena dalam jual beli ada 

pertukaran dua pergantian, yaitu dengan adanya barang yang mungkin 

bertambah harganya pada masa mendatang. Allah mengharamkan riba di 

samping memang dalam nash al-Qur‟an sudah jelas dan banyak sekali 

yang mengancam kegiatan melakukan riba, riba juga antara lain 

menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia, 

misalnya dengan cara utang piutang atau menghilangkan faedah utang 

piutang sehingga riba lebih cenderung memeras dari pada menolong 

orang miskin.
33

 

Dengan kata lain bahwa dalam jual beli ada hal-hal yang 

menghendaki kehalalannya, sedangkan dalam riba lebih banyak terdapat 

mafsadat (kerusakan) yang menghendaki keharamannya.  

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba agar 

manusia terhindari darei dosa, hendaknya jual beli tersebut dilakukan 

dengan mengikuti syari‟at islam. Sebagaimana firman Allah surat an-

Nisa‟ ayat 29. 

                     

       

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka-sama suka di antara kamu”.  
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Ayat ini menerangkan larangan Allah kepada orang muslim untuk 

tidak saling memakan harta dengan cara yang batil, karena tiap-tiap orang 

sudah mempunyai hak-haknya sendiri, untuk itu maka kita harus saling 

menghargai antara satu dengan yang lain. Dan janganlah menjadi orang 

yang rakus (tama‟) terhadap harta atau benda yangdimiliki orang lain. 

Oleh karena itu pada ayat di atas hendaknya kita dalam mencari harta 

dengan cara yang benar bukan dengan cara-cara yang curang (merugikan 

orang lain). Salah satu usaha manusia untuk memperolehnya yaitu dengan 

cara jual beli (muamalah), hendaknya dalam bermuamalah harus 

didasarkan suka dan ridha antara kedua belah pihak, karena itu 

merupakan unsur yang sangat penting dalam jual beli. 
34

 

b. Hadis  

Adapun landasan hadis, dibolehkan atau dianjurkan jual beli di 

antaranya adalah:  

رفًىاعىةى بٍنً رىافًعو رىضًيى اللهي عىنٍوي أىفَّ النَّبَِّ صىلَّ اللهي عىلىيٍوً كىسىلىمى سيئًلى : أىمُّ عىنٍ 
, كىصىحَّحىوي  : عىمىلي الرَّجيلً بيًىدًهً, كىكيلُّ بػىيٍعو مىبػٍريكٍرو. رىكىاهي الٍبػىزَّاري ؟ قىاؿى الٍكىسٍبً أىطٍيىبي

 الحىا كًمي.
“ Dari Rifa‟ah ibn Rafi‟i r.a. bahwa Nabi SAW ditanya tentang mata 

pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, pekerjaan seseorang 

dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (H.R. Bazzar 

dishahihkan oleh al-Hakim‟) 

 

Hadis di atas memberikan isyarat bahwa manusia dalam masa 

hidupnya wajib bekerja. Seseorang tidak boleh mencari rizki dengan cara 
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menggantungkan diri dengan meminta-minta kepada orang lain, karena 

apa yang ia hasilkan dari jalan jual beli yang mabru>radalah lebih mulia 

arti mabru>rdisini adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu muslihat 

dan merugikan orang lain.  

c. Ijma‟  

Adapun jual beli berdasarkan ijma‟ ulam yaitu, ulama telah 

sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan, manusia tidak akan 

mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain, namun 

demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus 

diganti dengan barang lainnya yang sama. 
35

 

Para ulama fiqh mengatakan bahwa asal dari hukum jual beli 

adalah mubah atau boleh. Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, 

menurut Ima>m Asy-Sya>tibi, pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah 

menjadi wajib. Ima>m Asy-Sya>tibi, memberi contoh ketika terjadi praktik 

ihtika>r (penimbunan barang sehingga stok barang hilang dari pasar dan 

harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ihtika>r dan 

mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan 

tersebut, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang-

pedagang untuk menjual barang itu sesuai dengan harga sebelum 

terjadinya pelonjakan harga. 
36
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Dalam hal ini menurutnya, pedagang tersebut wajib menjual 

barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah tersebut, dan terkadang jual 

beli itu hukumnya bisa menjadi mandub (sunnah), seperti seseorang 

bersumpah akan menjual barang yang tidak membahayakan bila dijual. Maka 

(dalam keadaan demikian) dia disunnahkan untuk menjalankan sumpahnya, 

kadang jual beli hukumnya makruh, seperti orang yang terpaksa menjual 

miliknya lantaran berhutang atau untuk menutupi kebutuhan hidupnya sehari 

hari dengan harga di bawah standar harga barang tersebut, kemakruhannya 

tidak sampai ke tingkat fa>sid. 
37

 Dan juga terkadang jual beli hukumnya 

haram, jika menjual anggur kepada orang yang biasa membuat arak, atau 

kurma basah kepada orang yang biasa membuat minuman arak walaupun si 

pembeli adalah orang kafir. 
38

 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Secara umum tujuan adanya semua persyaratan dalam jual beli antara 

lain adalah untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga 

kemaslahatan orang berakad, menghindari jual beli yang garar atau adanya 

unsur penipuan yang dapat merugikan orang lain dan sebagainya.  

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga 

jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara‟. Dalam menentukan rukun jual 

beli terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama. Menurut ulama 

madzhab Hanafi hanya satu yaitu ija>b (ungkapan membeli dari pembeli) dan 
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qabu>l (ungkapan menjual dari penjual), yang menyatakan adanya penukaran 

antara si penjual dan pembeli, baik berupa ucapan atau sikap tindakan. 

Menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli itu hanya kerelaan kedua 

belah pihak untuk melakukan jual beli. Namun karena unsur kerelaan itu 

merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator 

untuk menunjukan kerelaan kedua belah pihak yang berjual beli. Hal ini bisa 

tergambar dalam ija>bْdan qabu>l, yaitu melalui cara saling memberikan barang 

dan harga barang. 
39

 

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu: 

orang yang berakad (penjual dan pembeli), Sighat (lafadz ija>b dan qabu>l), ada 

barang yang dibeli dan ada nilai tukar pengganti barang. Sedangkan menurut 

ulama mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar 

barang termasuk dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. 
40

 

Na>wa>wi, Mutawali, Bagawi, dan beberapa ulama yang lain 

berpendapat bahwa lafadz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat 

kebiasaan saja. Apabila menurut adat telah berlaku bahwa hal yang seperti itu 

sudah dipandang sebagai jual beli maka, itu sudah cukup karena tidak ada 

suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafadz. 
41

 

Kegiatan jual beli dapat dilakukan secara sah dan memberi pengaruh 

yang tepat, harus direalisasikan beberapa syarat terlebih dahulu. Syarat 
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tersebut sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh Jumhur 

Ulama, yaitu:  

a. „A>qida>in atau subjek jual beli (penjual dan pembeli) 

 „A>qidai>n yaitu orang yang melakukan akad, baik penjual maupun 

pembeli. Persyaratan yang harus dipenuhi penjual sama dengan 

persyaratan yang harus di penuhi pembeli. 
42

 syarat-syarat yang harus 

dipenuhi oleh keduanya adalah sebagai berikut:  

1) Berakal  

Yang dimaksud berakal yaitu dapat memilih atau membedakan 

mana yang terbaik baginya, dan apabila salah satu pihak berakal maka 

jual beli yang diadakan tidak sah. 
43

 

Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum 

berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang 

telah mumayiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang 

dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima 

hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila 

akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan 

hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka 

tindakan tersebut hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Apabila 

transaksinya dilakukan anak kecil yang telah mumayiz mengandung 

manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan 
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perserikatan dagang, maka transaksinya ini hukumnya sah jika walinya 

mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah mumayiz ini 

benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu. 
44

 

2) Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan) 

Dalam melakukan jual beli tidak boleh ada unsur paksaan, baik 

oleh penjual maupun pembeli. Adapun paksaan menunjukan tidak 

suka, padahal unsur suka sama suka dalam melakukan jual beli 

merupakan unsur pokok. 
45

 

Hal tersebut di tegaskan dalam Q.S. An-Nisa‟ ayat 29. 

                   

         

ْ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kamu”. 

  

Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas, menjadi dasar 

bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas atau kehendak 

sendiri yang bebas dari unsur-unsur tekanan atau paksaan dan tipu 

daya atau kericuhan.  

3) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda  

Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang 

bersamaan yaitu sebagai penjual dan pembeli.
46

 oleh karena itu, tidak 
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mungkin suatu akad dilakukan oleh satu orang, karena dalam sebuah 

perjanjian minimal dilakukan oleh dua orang.  

4) Baligh  

Ukuran baligh seseorang adalah telah bermimpi bagi laki-laki 

dan telah haid bagi perempuan.
47

 Adapun anak-anak yang sudah 

mengerti tetapi belum sampai untuk dewasa, menurut pendapat 

sebagian ulama mereka diperbolehkan melalakukan melakukan jual 

beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan sudah 

tentu menjadi kesulitan dan kesukaran. Sedang agama islam sekali-

kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan 

kepada pemeluknya. Mengenai sah dan tidaknya anak kecil dalam 

melakukan jual beli masih diperselisihkan. 

b. Ma’qu >d (uang dan benda yang dibeli) 

Barang yang merupakan alat penukaran atau sebagai pengganti dari 

barang lain yang diperoleh disebut alat penukar. 
48

 Adapun barang yang 

dibeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  

1) Suci  

Bahwa di dalam ajaran islam dilarang melakukan jual beli 

barang-barang yang mengandung unsur najis ataupun barang-barang 

yang nyata diharamkan oleh ajaran agama. Sebagai contohnya adalah 

menjual kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, bangkai, 

                                                           
47 Gemala Dewi, et, al, Hukum Perikatan Islam Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005),hlm. 56.  
48 Abdul Aziz Muhammad Azamm, Fiqh Muamalah  Sistem Transaksi dalam Islam, (Jakarta: 

Amzah, 2010), hlm. 47. 



 

 

dan sebagainya. Di antara bangkai ada pengecualiannya, yakni ikan 

dan belalang. 
49

 

2) Dapat diambil manfaatnya dan dibenarkan oleh syara‟ 

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan 

dengan sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika digabungkan 

dengan yang lain seperti dua biji gandum, karena tidak bisa 

dimanfaatkan baik karena sedikit seperti dua biji gandum, ada manfaat 

tetapi tidak dianggap secara syar‟i. Oleh sebab itu, tidak ada dampak 

apa-apa walaupun diletakkan pada mulut burung ketika berburu. Bisa 

juga tidak ada manfaat karena hina seperti jenis serangga yang 

membahayakan, yaitu hewan melata seperti ular, kalajengking, dan 

tikus, tidak ada manfaat di dalamnya sehingga bisa ditukar dengan 

harta. 
50

 

3) Dapat diserahterimakan  

Apabila diketahui barang secara terang zat, bentuk, kadar, dan 

sifatnya, maka tidak akan terjadi kicuh-mengicuh. Tidak sah jual beli 

yang baranya tidak dapat diserahterimakan kepada yang membeli. 

Seperti ikan dalam laut atau barang rampasan yang masih 

ditangguhkan. Sebab semuanya mengandung tipu daya.
51

 Ketika akad 

berlangsung, apabila barang tersebut tidak dapat diserahterimakan, 

maka jual beli tidak sah. Yang dijadikan obyek akad dapat diserahkan 
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yang artinya bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian dan 

apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya rusak.  

4) Keadaan Barang Kepunyaan Penjual 

Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh 

diperjualbelikan. Seperti memperjual belikan ikan dilaut atau emas 

dalam tanah. Karena ikan dua emas itu belum dimiliki penjual.
52

 Jika 

jual beli berlangsung sebelum ada jin dari pihak pemilik barang, maka 

jual beli seperti ini dinamakan sebagai transaksi Fuduli yaitu jual beli 

yang akadnya dilakukan oleh orang lain sebelum ada ijin pemilik. 
53

 

Seperti suami yang menjual milik istrinya tanpa ijin istri atau 

membelanjakan milik istri tanpa ijin.  

5) Tidak dibatasi waktu 

Tidak sah menjual barang untuk jangka waktu tertentu yag 

diketahui atau tidak diketahui, seperti perkataan ”ku jual motor ini 

kepadamu selama satu tahun”. Maka penjualan tersebut tidak sah, 

sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang 

tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syarak.  

6) Barang dapat diketahui 

Jika barang dan harga atau salah satu dari keduanya tidak 

diketahui, maka jual belinya tidak sah karena mengandung unsur 

penipuan. Maka, barang atau uang yang dijadikan obyek transaksi 

harus diketahui secara transparan, baik kuantitas jumlahnya, maka 
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tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. 
54

 

Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, cukup dengan 

penyaksian barang sekalipun ia tidak mengetahui jumlahnya. Seperti 

jual beli yang kadarnya tidak dapat diketahui oleh kedua belah pihak 

yang melakukan akad, baik itu sifat (jenis oembayaran) maupun 

masanya.  

c. S}i>ghatْ(kalimat ija>bْdan qabu>l) 

Yang S{i>ghatْ yaitu segala sesuatu menunjukan adanya kerelaan 

dari kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Suatu akad dinyatakan sah 

apabila disertai dengan lafadz i>ja>b dan qabu>l, dengan kata lain ija>bْberarti 

mewajibkan atau mengharuskan, qabu>l berarti menerima. Ija>bْdan qabu>l 

merupakan unsur terpenting untuk terjadinya transaksi (akad) yaitu 

kesepakatan diantara dua belah pihak. Ija>bْbiasanya dilakukan oleh pihak 

pertama, sedangkan qabu>l  dilakukan oleh pihak kedua. Pihak pertama 

dan kedua masing-masing „a>qidain.
55

 

Ija>b sebagai tanda bahwa pihak pertama rela menyerahkan sesuatu 

hal yang dimilikinya kepada pihak kedua dan pihak kedua setuju 

menerima penyerahan hak itu. Kerelaan kedua belah pihak itu merupakan 

unsur terpenting dalam segala bentuk akad.  

Jadi ija>b dan qabu>l adalah termasuk rukun jual beli, karena dengan 

adanya ija>b dan qabu>l berarti ada kerelaan diantara kedua belah pihak. 
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Diantara ija>bdan qabu>l harus sesuai dengan ija>b. Ija>b dan qabu>l dilakukan 

dengan memakai kata-kata yang sudah berlaku. 
56

 

Penentuan i>ja>b dan qabu>lْ bukan dilihat dari siapa yang lebih 

dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang 

akan memiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah 

penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan 

demikian, belakangan, sedangkan pernyataan yang keluar dari pembeli 

merupakan qabu>l meskipun dinyatakan pertama kali. 
57

 

Syarat lain untuk sahnya ija>b dan qabu>l menurut pendapat ulama 

Sya>fi’iyah dan Hambali adalah adanya kesinambungan antara keduanya 

dalam satu majelis akad tanpa ada pemisah yang dapat merusak akad. 

Sementara itu ulama Ma>likiyah berpendapat bahwa keterpisahan antara 

i>ja>b dan qabu>l tidak akan merusak akad jual beli selama hal tersebut 

terjadi menurut kebiasaan. 
58

 

Sedangkan menurut jumhur ulama ada beberapa syarat yang harus 

terpenuhi untuk menjadikan sahnya i>ja>bْqabu>lْdi antaranya adalah tidak 

ada yang membatasi (memisahkan) antara si pembeli dan si penjual, si 

pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan i>ja>b atau 

sebaliknya sebab apabila suatu akad dilakukan hanya sepihak saja maka 

sebab jika kemauan itu tidak disampaikan maka akan mempunyai arti, 
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jual beli diselingi dengan kata-kata lain, tidak digantungkan umpamanya, 

“jika bapak ku telah mati maka barang ini akan ku jual kepadamu” dan 

lain-lain, tidak dibatasi waktunya. Misalnya, ”aku jual barang ini 

kepadamu sebulan saja” atau yang lainnya. 
59

 

Dan para ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu 

akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan 

kedua belah pihak untuk merelisasikan kewajiban di antara mereka, yang 

oleh para ulama disebut S}i>ghat akad. Dalam  S{i>ghat akad disyaratkan 

harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang 

dianggap atas dasar suka sama suka dari masing-masing pihak untuk 

saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat 

kebiasaan yang berlaku. 
60

 

Di samping syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, ulam fiqh 

juga mengemukakan beberapa syarat yang lain, yaitu: 
61

 

1) Syarat sah jual beli 

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap 

sah apabila terpenuhi dua hal: pertama, jual beli itu terhindar dari 

cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, baik 

jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual 

beli mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang 

mengakibatkan jual beli rusak. Kedua, apabila barang yang 
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diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung 

dikuasai pembeli setelah surat-menyurat diselesaikan sesuai denga 

kebiasaan setempat.  

2) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli  

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut 

mempunyai kekuasan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak 

dapat dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad itu tidak 

memiliki kekuasaan secara langsung melakukan akad.  

3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli 

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli baru bersifat mengikat 

apabila jual beli terbebas dari segala macam khiya>rْ yaitu hak pilih 

untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Apabila jual beli itu 

masih mempunyai hak khiya>r, maka jual beli itu belum mengikat dan 

masih dapat dibatalkan.  

Dari pemaparan di atas penulis pahami bahwasannya, jual beli 

dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli 

yang ditetapan oleh syarak yang menetapkan akibat hukum pada 

obyeknya, dan disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak ada yang 

dirugikan antara keduanya atau suka sama suka.  

4. Macam-Macam Jual Beli  

Pembahasan mengenai macam-macam jual beli di sini, hanya akan di 

bahas dari segi sah atau tidaknya jual beli. Menurut ulama mazhab Hanafi 

terdiri dari tiga macam jual beli.  



 

 

a. Jual beli yang sah{i>h 

Jual beli yang s{ah{i>h yaitu jual beli yang memenuhi rukun syarat 

yang ditentukan syarak dan tidak terikat dengan hak khiya>r lagi. 
62

 Jual 

beli seperti inilah yang dikatakan sebagai jual beli yang s{ah{i>h misalnya, 

seseorang membeli sebuah buku tersebut telah diperiksa oleh pembeli dan 

tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan 

buku itupun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiya>rdalam jual 

beli tersebut. Jual beli seperti ini hukumnya s{ah{i>h karena mengikuti kedua 

belah pihak.  

b. Jual beli yang batil 

Jual beli yang batil yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu 

rukunnya atau ada larangan langsung dari syarak. Misalnya, objek jual 

beli itu tidak jelas atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap 

bertindak hukum. 
63

Adapun jual beli yang batil di antaranya adalah 

sebagai berikut:  

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada  

Ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli sesuatu yang tidak 

ada adalah tidak sah atau batil. Misalnya memperjualbelikan buah-

buahan yang putiknyapun belum muncul di pohonnya atau anak sapi 

yang belum ada atau tanda kelihatan di perut induknya. Akan tetapi, 

menurut Ibnu Jauziyah, seseorang ahli fiqh Madzhab Hanafi, jual beli 

                                                           
62 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, V: 1532.  
63Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 

hlm. I: 68.  



 

 

yang barangnya tidak ada waktu berlangsung akad, tetapi diyakini 

akan ada dimasa yang akan datang sesuai dengan kebiasaannya, boleh 

diperjualbelikan dan hukumnya sah. Alasannya karena jual beli ini 

tidak dijumpai dalam Al-Qur‟an dan sunnah Rasul. Menurutnya yang 

ada dalam sunnah Rasul adalah jual bel yang mengandung unsure 

tipuan. Memperjualbelikan sesuatu yang tidak diyakini ada masa yang 

akan datang tidak termasuk dalam jual beli tipuan.  

Namun boleh menjualbelikan barang yang tidak ada di majelis 

akad dengan syarat harus dideskripsikan dengan deskripsi yang dapat 

menimbulkan pengetahuan tentangnya.Apabila kemudian ternyata 

barang tersebut sesuai dengan jual beli bersifat mengikat.Akan tetapi 

apabila ternyata berbeda maka pihak yang belum melihat barang 

tersebut saat akad memiliki pilihan untuk melanjutkan akad atau 

membatalkan.
64

 

2) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli 

Mayoritas ulama Hanafi berpendapat bahwa jual beli barang 

yang tidak bisa diserahkan itu tidak sah, meskipun barang itu milik 

penjual, seperti menjual barang yang terlepas dari pemiliknya, budak 

yang melarikan diri, dan barang yang hilang. 
65

Jual beli semacam ini 

mengandung kesamaran atau garar. 

Adapun kelompok Zahiriyah berpendapat bahwa tidak 

disyaratkan dalam sahnya jual beli bila barang dapat diserhkan. Akan 
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tetapi, hal yang wajib adalah penjual tidak boleh menghalangi dengan 

cara apapun antara pembeli barang dan harganya.  

3) Jual beli benda-benda najis  

Jual beli benda-benda najis yaitu menjual barang-barang 

haram, barang najis dan barang yang menjurus kepada yang 

haram.Rasulullah Saw melarang memperjualbelikan khamer, bangkai, 

dan babi karena benda-benda tersebut adalah benda-benda najis.
66

 

Jual beli benda-benda najis, seperti khamer, bangkai, babi dan 

darah, semua itu dalam pandangan islam adalah najis dan tidak 

mengandung makna harta. Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa‟i, Ibnu 

Majah, Ahmad bin Hanbal, dan Maliki, menurut para jumhur ulama 

tersebut yang termasuk dalam jual beli najis adalah 

memperjualbelikan anjing, baik anjing yang dipersiapkan untuk 

menjaga rumah maupun untuk berburu.  

Alasan mereka adalah hadis Rasulullah saw. yang melarang 

memanfaatkan hasil jualan anjing, hasil praktik prostitusi dan upah 

tenung (pendukungan). Sebagaimana ulama madzhab Maliki 

membolehkan memperjualbelikan anjing untuk berburu dan menjaga 

rumah, karena menurut mereka anjing untuk menjaga rumah dan 

berburu itu tidak dibolehkan sama sekali, sedang Imam Abu Hanifah 

membolehkan. 
67
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Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa jual 

beli anjing itu terlarang, tetapi larangan itu bukan haram melainkan 

makruh, yakni tidak disukai baik itu dilakukan maupun 

dikembangkan. Karena anjing tidak termasuk kategori haram seperti, 

babi, bangkai, darah, dan khamer.Selain itu menurut beberapa dalil 

yang sah, dibolehkan memelihara anjing untuk suatu 

keperluan.Misalnya untuk berburu dan menjaga ternak. 

4) Jual beli „urbun 

Jual beli „urbun yaitu seseorang laki-laki membeli sebuah 

barang lalu ia membayar satu dirham saja atau sebagian kecil dari 

harga barang kepada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan 

maka satu dirham yang telah dibayarkan itu akan terhitung sebagai 

bagian dari harga. 
68

 

Dalam jual beli ini juga terdapat unsure garar (ketidakpastian) 

dan berbahaya, serta masuk kategori memakan harta orang lain tanpa 

pengganti.  

5) Memperjualbelikan air sungai, air laut, mata air dan air hujan 

Semua itu milik manusia bersama, tidak ada seorang pun yang 

berwenang lebih utama dari yang lainnya.Air sungai, air laut, mata iar, 

dan air hujan tidak boleh diperjualbeliakn selama masih berada 

ditempat aslinya.
69
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Adapun jika seseorang mengumpulkan air dan menyimpan, 

maka air tersebut telah menjadi miliknya dan ketika itu dia boleh 

menjual.Demikian pula apabila dia menggali sebuah sumur atau 

membuat alat untuk mengeluarkan air.Dia boleh menjualnya dalam 

kondisi seperti ini.
70

 

6) Jual beli najasi 

Seorang muslim tidak boleh menawar suatu barang dengan 

harga tertentu, padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia berbuat 

seperti itu agar diikuti para penawar lainnya kemudian pembeli 

tertarik membeli barang tersebut. 
71

 

c. Jual beli Fasid 

Jual beli fasid adalah akad jual beli yang dimana syarat dan 

sukunnya kurang atau acacat menurut syarat, jika syarat dan rukun tidak 

terpenuhi atau kurang maka jual beli tersebut menjadi fasidi (rusak). 

72
Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang 

diperjualbelikan, maka hukumnya batil seperti memperjualbelikan 

barang-barang haram (khamer, babi, dan darah).
73

 

Menurut ulama Madzhab Hanafi, jual beli yang fasid antara lain 

sebagai berikut: 
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1) Jual beli barang yang tidak diketahui  

Jual beli barang yang tidak diketahui dan ketidakjelasannya 

menonjol sekali, yaitu biasanya mengakibatkan sengketa di antara 

manusia, maka jual beli dianggap fasid.
74

Apabila kaerusakan dalam 

jual beli itu terkait dengan barang yang diperjualbelikan barang-

barang haram (khamer, babi, dan darah), apabila kerusakan dalam jual 

beli itu menyangkut barang dan bisa diperbaiki, maka jual beli itu 

dinamakan fasid. 

2) Jual beli yang dikatakan dengan satu syarat  

Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat yaitu akad jual 

beli yang dikaitkan kepada syarat tertentu atau digantungkan pada 

masa yang akan datang. Seperti ucapan penjual kepada pembeli, 

“saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit 

dulu”, maka jual beli seperti ini batil menurut jumhur ulama dan fasid 

menurut ulama madzhab Hanafi, karena jual beli ini baru saja sah 

apabila syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan 

dalam akad jatuh tempo.
75

 

3) Menjual barang yang gaib 

Menurut pendapat yang unggul tidak boleh menjual barang 

yang gaib, yaitu barang yang tidak dilihat oleh kedua orang yang 

berakad atau salah satunya.
76
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4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta 

Macam jual beli sebenarnya merupakan cabang dari syari‟at 

keharusan melihat barang sebagaimana yang telah diperselisihkan 

pada jual beli barang yang tidak terlihat. Hambali, Maliki, dan Hanafi 

mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta itu 

semuanya adalah sah, orang tuna netra memiliki hak khiyar ketika 

ingin mengetahui barang dengan indra yang dimiliki seperti mencium, 

meraba, dan merasa pada barang yang ingin diketahui, atau dengan 

memberikan sifat-sifat barang seperti sifat buah yang ada pada 

pohonya, rumah dan real estate.
77

 

5) Barter dengan barang yang diharamkan 

Barter dengan barang yang diharamkan yaitu menjadi barang-

barang yang diharmkan sebagai harga dalam jual beli, seperti babi 

ditukar dengan beras, khamar ditukar dengan pakaian. 
78

 

6) Menjual dengan harga yang haram  

Jual beli seperti ini dilarang oleh Rasulullah karena tergolong 

riba sekalipun berbentuk jual beli, karena orang yang membutuhkan 

uang membeli sesuatu barang dengan harga tertentu tapi pembayaran 

waktuu tertentu.
79

Kemudian barang itu dijual kembali kepada orang 

pertama yang membelinya dengan harga tertentu dan waktu tertentu. 

Misalnya, seseorang pedagang menjual barangnya seharga Rp 
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100.000 pembayaran ditunda selama satu bulan setelah pembayaran 

barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali 

barang tersebut dengan harga yang rendah, misalnya Rp 50.000, jual 

beli seperti ini dikatakan fasid karena jual beli tersebut menjurus 

kepada riba. Namun demikian, ulama mazhab Hanafi menyatakan 

bahwa apabila unsur yang membuat jual beli ini menjadi rusak 

dihilangkan, maka hukumnya sah. 

7) Jual beli dengan harga cicilan  

Yaitu menjual barang secara kredit lalu membelinya dengan 

secara tunai.
80

Jual beli seperti ini dilarang oleh Rasulullah karena 

termasuk riba.Sekalipun berbentuk jual beli.Karena orang yang 

membutuhkan uang membeli sesuatu barang dengan harga tertentu 

dengan pembayaran waktu tertentu.Kemudian barang itu dijual 

kembali kepada orang yang tadi menjual padanya dengan pembayaran 

langsung yang lebih kecil. Dengan demikian, perbedaannya hanyalah 

keuntungan berupa uang yang dapat ia peroleh denga cepat. 
81

 

misalnya seoarang menjual mobil seharga Rp 530.000.000, tetapi 

pembayaran dibayarkan setelah dua bulan setelah mobil diserahkan. 

Setelah pembeli meyerahkan mobilnya ke pembeli dalam kurun waktu 

tiga bulan lebih tiga hari pemilik barang pertama membeli lagi dengan 

harga rendah, misalnya 135.000.000, jual beli ini dikatakan fasid 

karena jual beli tersebut menyerupai dan menjurus ke dalam riba. 
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8) Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dipisahkan dari 

sahnya.  

Apabila mengambil daging kambing yang diamblikan dari 

kambing yang masih hidup, tanduk kerbau dari kerbau yang masih 

hidup, dan menjual bulu domba yang masih berada di atas punggung 

domba sebelum dicukur tidak dianggap benda yang bernilai, bahkan 

dia merupakan bagian dari anggota domba tersebut, meskipun 

diserahkan sebelum akad itu merupakan akad yang batil. 
82

 

9) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna 

matangnya untuk dipanen.  

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli buah yang belum jadi 

adalah batal, karena jual beli ini termasuk dalam kategori larangan 

jual beli sesuatu yang belum ada.
83

Akan tetapi, apabila disyaratkan 

bahwa buah-buahan itu dibiarkan samapai matang dan layak panen, 

maka jual belinya fasid.hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan 

tuntutan akad yaitu keharusan benda yang dibeli sudah berpindah 

tangan kepada pembeli begitu akad disetujui. Jumhur ulama 

mengatakan memperjualbelikan buah-buahan yang belum layak 

hukumnya batil. Rasulullah bersabda: 
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: قػىرى أٍ تي  مىا لًكو عىنٍ نىا فًعو عىنً ابٍنً عىلىى حىدَّ ثػىنىا يَىٍيى بٍنً يَىٍيى قىا ؿى
: أىفَّ رىسيوٍ  لىيٍوً كىسىلَّمى نػىهىى عىنٍ بػىيٍعً الثَّمىرً حىتََّّ بػىيٍدي كى صىلاى عى لله  لي  عيمىرى
ا نػىهىى الٍبىا ئًعى الٍميبٍتىا عى. حيهى  

“Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: aku 

membacakan kepada Malik Dario Nafi‟, dari Ibnu Umar, bahwa 

Rasulullah SAW melarang jual beli buah sampai tampak 

kelayakannya. Beliau melarang si penjual dan si pembeli.”
84

 

 

Namun apabila buah-buahan itu telah matang tetapi belum 

layak panen, maka jual belinya sah, sekalipun disyaratkan harus 

dipanen pada saat itu juga. 

4. Prinsip-prinsip dalam jual beli  

Dalam syari‟at islam bidang muamalat menmberikan prinsip-prinsip 

umum yang harus dipegang di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yaitu: 

a. Pada dasarnya segala bentuk mu‟amalat adalah mubah, kecuali yang 

ditentukan lain oleh al-Qur‟an dan Sunnah Rasul.  

b. Mu‟amalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsure 

paksaan. 

c. Mu‟amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan 

menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat. „ 

d. Mu‟amalat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari 

unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. 
85
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Dengan demikian, beberapa hal yang harus dipedomani dalam 

konteks ini adalah menghindari unsur spekulasi yang cenderung bersifat 

maisir yaitu gambling (judi), data dan informasi komoditi jelas baik yang 

menyangkut satuannya, kualitasnya, kriteria, jenis dan sifat-sifatnya serta 

harga dan penyerahannya, nilai guna yang membawa nasihat dan tidak 

membahayakan. Kegiatan jual beli yang berpedoman pada prinsip-prinsip ini 

maka kegiatan mu‟amalat yang dijalankan akan bermanfaat antara sesame 

manusia dan sah menurut hukum islam.  

Dalam aktivitas jual beli yang berpedoman pada prinsip-prinsip di 

atas maka kegiatan bermu‟amalah yang dijalankan tersebut akan bermanfaat 

antara sesama manusia dan sah menurut hukum islam. sehingga dalam 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari terdapat unsur tolong-menolong antar 

manusia dan roda kehidupan ekonomi akan berjalan positif karena apa yang 

mereka lakukan akan menguntungkan bagi kedua belah pihak.  
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BAB III 

FATWA DSN-MUI NOMOR: 77/DSN-MUI/VI/2010 TENTANG JUAL 

BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI 

 

A. Metode Istinbath Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang 

Kebolehan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai 

Pengertian Istinbat hukum merupakan sebuah cara pengambilan hukum 

dari sumbernya. Pengertian ini lebih populer disebut dengan metodologi, menurut 

seorang ahli dapat diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode 

yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan.  

Ada berbagai bentuk-bentuk Istinbat hukum islam yaitu: 

1. Metode Bayani  

Dalam khasanah ushul fiqh, metode ini sering disebut dengan al-

qawa‟id al-usuliyyah al-lugawiyyah, atau dilalat al-lafz. Inilah disebut 

dengan metode bayani, yaitu metode Istinbat melalui penafsiran terhadap 

kata yang digunakan dalam nass dan susunan kalimatnya sendiri. Sehingga 

kaidah-kaidah yang dipakai sebagaimana yang digunakan oleh ulama pakar 

bahasa arab.  

2. Metode Ta‟lili 

Metode ini digunakan untuk mengenali dan menetapkan hukum 

terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam 

nass baik secara qat‟i  maupun zanni dan tidak juga ada jimak yang 

menetapkan hukumnya, namun hukumnya tersirat dalam dalil yang ada, 



 

 

berdasarkan kegunaan dan kedudukannya, „illah dibagi menjadi „illah tasyri  

dan „illah qiyasi.  

3. Metode Istislahi  

Dimaksudkan dengan Istislahi adalah penetapan suatu ketentuan 

berdasarkan asas kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil umum, karena 

untuk masalah tersebut tidak ditemukan dalil-dalil khusus. Jadi biasanya, 

metode ini baru digunakan bila metode bayani dan dan ta‟lili tidak dapat 

dilakukan.  

Dalam menggunakan metode ini ada dua hal penting yang harus 

diperhatikan, yaitu: kategori pertama, sasaran-sasaran (maqasid) yang ingin 

dicapai dan dipertahankan oleh syariat melalui aturan-aturan yang dibebankan 

kepada manusia. Dalam hal ini ada ada kategori, yaitu dururiyyah, hajiyyah dan 

tahsiniyyah.
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Kata istinbath berasal dari kata istinbath-yastanbithu-istinbathan yang 

berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan.
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Dengan demikian, istinbath hukum adalah suatu cara yang dilakukan atau 

dikeluarkan oleh pakar hukum untuk mengungkapkan suatu dalil yang dijadikan 

dasar yang dikeluarkan suatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan 

yang terjadi.  

Istinba>t menurut bahasa memiliki arti mengeluarkan air dari sumbernya 

  :dalam kamus munawir, Istinba>tْdiartikan (استجرْاجْالماءْالعيه)
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بط الفقيو: اجترع الفقيوناست  

Menemukan, menciptakan: mengeluarkan dari sumbernya melalui ijtihad untuk 

menetapkan hukum. 

 

Sedangkan menurut istilah kamus ushul fiqh, istinbath adalah suatu 

kaidah dalam kaidah ushul fiqh yang menetapkan hukum dengan cara ijtihad atau 

mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang ditetapkan oleh syara‟ ushul fiqh islam 

yang menyelidiki bagaimana caranya dalil tersebut menunjukan hukum-hukum 

yang berhubungan dengan perbuatan seorang mukallaf. 
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa istinba>th adalah upaya menggali hukum 

yang dilakukan oleh orang-orang yang menguasai kaedah-kaedah dari sumber 

utama hukum islam, yaitu Al-Qur‟an dan Hadist, dengan mempertimbangkan 

ketentuan yang ada.  

Mengingat bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat 

saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, dan bahwa 

transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran secara tidak tunai tersebut 

menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan umat islam, maka DSN-MUI 

memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak 

tunai untuk dijadikan pedoman dan juga ada beberapa pengertian tentang point- 

point yang digunakan untuk menjadi landasan fatwa.  

Adapun dalil-dalil dari hadis Nabi Saw ada enam hadis yang digunakan 

untuk menjadi landasan fatwa, empat diantaranya yaitu:  

1. Hadis bahwa jual beli emas dengan emas haruslah secara tunai.  
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2. Hadis bahwa jual beli emas dengan perak adalah riba kecuali dilakukan 

secara tunai. 

3. Hadis tentang larangan menjual emas dengan emas kecuali sama nilainya 

serta jangan menjual emas dengan perak yang tidak tunai dengan yang tunai. 

4. Hadis tentang larangan untuk menjual perak dengan emas secara piutang 

(tidak tunai). 

Empat hadis diatas menjelaskan secara tegas melarang jual beli emas 

dengan cara tidak tunai (tangguh/cicil). 

Sedangkan dua hadis yang lain berkaitan dengan dasar dalam jual beli 

yaitu:  

1. Hadis bahwa jual beli harus berdasar kerelaan pihak yang bertansaksi. 

2. Hadis bahwa musyawarah dilakukan bukan untuk mengaharmkan yang halal 

atau menghalalkan yang haram.  

Kedua hadis diatas menerangkan bagaimana proses musyawarah dalam 

mengambil sebuah hukum (termasuk hukum jual beli), yang mengisyarakatkan 

bahwa pengambilan hukum mu‟amalah dapat dilakukan dengan musyawarah 

sepanjang tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.  

Dalam memahami hadis-hadis secara tegas melarang jual beli emas secara 

tidak tunai, DSN-MUI memahami hadis-hadis tersebut secara kontekstual tidak 

tekstual. Dalam pengertian bahwa larangan hadis tersebut, karena emas dan perak 

pada masa munculnya (wurud) hadis merupakan tsaman (harga, alat pembayaran 

atau pertukaran, uang). Sementara ini masyarakat dunia tidak memperlakukan 

emas dan perak sebagai uang, tetapi sebagai barang (sil‟ah). Karena itu, jual beli 



 

 

emas dan perak secara tangguh diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah 

ushul fikih yang menjadi landasan DSN-MUI.  

1. Kaidah Ushul Fikih  

Kaidah ushul dalam fatwa yang digunakan dalam “hukum berputar 

(berlaku) bersama ada atau tidaknya „illat . kaidah ini merupakan kaidah 

dalam syariah yang sifatnya merupakan kelaziman dalam mengambil hukum.  

2. Kaidah Fikih  

DSN-MUI menyebutkan 4 kaidah fikih, dimana 3 diantaranya 

menyebutkan esensi kaidah yang sama yaitu:  

a. Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum. 

b. Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat 

tersebut dan batal (tidak belaku) bersamanya ketika adat itu batal, seperti 

mata uang pada mu‟malat. 

c. Setiap hukum yang didasarkan pada suatu „urf (tradisi) atau adat 

(kebiasaan masyarakat) menjadi batal ketika adat tersebut hilang. Oleh 

karena itu, jika adat itu berubah, maka hukum pun berubah.  

Dan yang kempat adalah kaidah dasar dalam bermualamah: 

d. Pada dasarnya bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang 

mengaharamkannya.  

3. Pendapat Para Ulama yang Membolehkan  

Dalam fatwanya, DSN-MUI juga mendasarkan fatwanya kepada 

pendapat para ulama yang membolehkan transaksi jual beli emas secara tidak 

tunai, seperti Ibnu Taymiyyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang 



 

 

sependapata. Mereka mengemukakan bahwa pertama, emas dan perak adalah 

barang (sil‟ah) yang dijual dan dibeli seperti hlanya barang biasa, dan bukan 

lagi tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Emas dan perak setelah dibentuk 

jadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan 

merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak 

terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga 

(uang), sebagaiman tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara 

harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
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Kedua, pada zaman ini manusia membutuhkan untuk melakukan jual 

beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka 

rusaklah kemaslaatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan. 

Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka 

tertutuplah utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak 

terkira. 
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Dengan demikian, dalam penetapan fatwa tentang jual beli emas 

secara tidak tunai DSN-MUI mengacu pada prosedur penetapan metode 

istinbat di atas . hal ini semata-mata untuk menjaga bahwa fatwa yang 

dikeluarkan DSN secara jelas dapat diketahui sumber atau dalil-dalil yang 

digunakan serta melalui kaidah-kaidah baku dalam mengeluarkan fatwa, dan 

penjelasannya tentang dalil-dalil kaidah fikih akan dibahas dihalaman 

berikutnya.  

 

                                                           
89 Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010, hlm. 413. 
90Ibid.,hlm.413. 



 

 

B. Fatwa Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai  

Berkaitan dengan permasalahan tentang jual beli khususnya jual beli mata 

uang, maka komisi Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI) setelah menimbang dan memperhatikan dari berbagai sudut 

pandang, memfatwakan tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai yang 

dituangkan dalam fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas 

Secara Tidak Tunai. 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah 

Menimbang: 

1. Bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali 

dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (taqsith) 

maupun secara tangguh (ta‟jil).  

2. Bahwa  transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut 

menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat islam antara pendapat 

yang membolehkan dengan pendapat tidak membolehkan. 

3. Bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a 

dan b diatas, DSB-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang 

transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan pedoman.  

Mengingat:  

1. Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2): 275  

 كى أى حىلَّ اللهي الٍبػىيٍعى كىحىرَّ الرِّ باى  
 “Dan Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” 

 



 

 

2. Hadis Nabi SAW, antara lain:  

a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Bayhaqiy dari Abu Sa‟id al-

Khudriy:  

: اًنََّّىا الٍبػىيٍعي عىنٍ تػىرىاضو ) ركاه ابن ما  ؿى أىفَّ رىسيوٍ  الًله صىلى اللهي عىلىيٍوً كىأىلوًً كىسىلَّمى قىاؿى
و ا بن حبا ف(جة كا لبيهقي ك صحح  

 

Rasulullah SAW bersabda,”Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh 

dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)”. (HR. Ibnu 

Majah dan al-Bayhaqiy, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban). 

 

b. Hadis  Nabi riwayat Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidziy, an-Nasaiy, dan 

Ibn Majjah, dengan teks Muslim dari „Ubadah bin ash-Shamit, Nabi SAW 

bersabda:  

ري باً لشَّعًيًٍْ كىالتَّمٍري باًلتَّمٍرً   الذَّىىبي باً لذَّ ىىبً كىالٍفًضَّةي باً لٍفًضَّةً كىالٍبػيرُّ باًلٍبػيرِّ كىالشَّعًيػٍ
دًهً اٍلآىصٍنىا كىالملًٍحي باً لٍمًلٍحً  ا بيًىدو, فىاءًذىا اخٍتػىلىفىتٍ ىى , سىوىاءن بًسىوىاءو, يىدى مًشٍلان بمثًٍلو

ا بيًىدو.اعيوٍا كىيٍفى شئًتيمٍ اًذىا كى يػٍ ؼي فىبً  فى يىدن  
 

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan 

gandum,kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (boleh 

digunakan dengan syarat harus) sama dan sejeni serta secara tunai. Jika 

jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai”.  

 

c. Hadis Nabi riwayat riwayat Muslim, at-Tirmidziy, an-Nasaiy, Abu 

Dawud,  

Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin al-Khattab, Nabi SAW bersabda:  

لذَّىىبي باًلٍورؽًً ربًنا إًلَّ ىىاءى كىىىاءى                 ا ى
“(Jual Beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara 

tunai”.  

 



 

 

d. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa‟id al-Khudriy, Nabi SAW 

berdasabda: 

, كىلى شً عيوٍ ا الذَّىىبى باً لذَّىىبً إً لَّ مًثٍلان بمًشٍلو كىلى تي يػٍ لى تىبً  فُّوٍ ا بػىعٍضىهىا عىلىى بػىعٍضو
, كىلى تىبًيػٍعيو شً تىبًيػٍعيوٍ ا الٍوى رؽًى باً لٍوىرًؽً إً لَّ مًثٍلان بمثًٍلو كىلى كىتي  فُّوا بػىعٍضىهىا عىلىى بػىعٍضو

ا ئبًنا بنًىا جًزو. ا مًنػٍهىا غى   
 

”Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan 

janganlah menambahkan sebagai atas sebagian yang lain, janganlah 

menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah 

menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, dan janganlah menjual 

emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai”.  

 

e. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara‟ bin „Azib dan Zayd bin Arqam:  

دىينٍان.نػىهىى رى سيو ؿي الًله صىلَّى اللهي عىلىيٍوً كى سىلَّمى عىنٍ بػىيٍعً الٍوىرؽًً باً لذَّ ىىبً   
 

”Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang 

(tidak tunai”. 

 

f.  Hadis Nabi riwayat at-Tirmidziy dari „Amr bin „Awf al-Muzaniy, Nabi 

SAW bersabda:  

ىـ حىلاى لن أىكٍ أىحىلَّ حىرىا منا  ا ئزًه بػىيٍْى الٍميسٍلًمًيٍْى إًلَّ صيلٍحنا حىرَّ  اى لصُّلحي جى
طنا حىرَّىـ حىلاىلن أىكٍ أىحىلَّ حىرىا امنا. شىرٍ ريك طًهًمٍ إًلَّ شي كىالٍميسٍلًميوٍ فى عىلىى   

 

“Perdamaian (Shulh, penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk 

mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian 

yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan 

kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.  

 

  



 

 

3. Kaidah Ushul dan kaidah fikih, antara lain:  

a. Kaidah Ushul:  

منا.  اى لحيٍكٍمي يىديكٍ ري مىعى عًلَّتًوً كيجيوٍدنا كىعىدى
“Hukum berputar (berlaku)bersama ada atau tidak adanya „illat”.

91
 

Kaidah fikih: 

 الٍعىا دىةي مُيىكَّمىةه 
“Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum”.

92
 

Kaidah fikih:  

ا إًذىا بىطىلىتٍ   يتػىرىتػَّبىةى عىلىى الٍعىوىائًدً تىديكٍ ري مىعىهىا كىيٍفى دىارىتٍ, كىتػىبٍطيلي مىعىهى
ىـ الم ا اىلٍأىحٍكى

 كاى لنػُّقيوٍ دً فًِ ا لٍميعىا مىلاى تً.
“Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat 

tersebut dan batal (tidak berlaku)bersamanya ketika adat itu batal, seperti 

mata uang dalam mumalah”.
93

 

Kaidah Fikih: 

رىةً: قىاى عًدى ةه: كيلُّ حيكٍمً ميرىتَّبً عىلىى عيرٍؼو أىكٍ عىا دىةو يػىبٍطيلي عًنٍدى زىكىاؿً  خًيػٍ  مًنى الذَّ
الحيكٍمي.  تلًٍكى الٍعىادىةً, فىإً ذىا تػىغىيػَّرىتػىغىيَّْ

”(Dikutip) dari kitab adz-Dzakhirah sebuah kaidah: „setiap hukum yang 

didasarkan pada suatu „urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) 

menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang‟. Oleh karena itu, 

jika adat berubah, maka hukum pun berubah”. 
94
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b. Kaidah Fikih:  

ْدلَِيْلٌْعَلىَْتحَْرِيْمِهَا أنَْْيدَُْلَّ  اْلأَْصْلُْفيِْالْمُعاَمَلاَْتِْالْاءِباَْحَةُْإلِاَّْ

“Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil 

yang mengharamkannya”. 

 

Memperhatikan:  1. Pendapat para ulama, antara lain: 

1) Syekh „Ali Jumu‟ah 

يٍنً للًتَّصٍنًيٍعً  –يَىيوٍ زيبػىيٍعي الذَّىىبً كىالٍفًضَّةً الٍميصىنػَّعىيًٍْ  باًلتػَّقٍسًيٍطً فًٍِ   –أىكاًلٍميعىدَّ
ميلً بًًِمىا كىوىسًيٍطً للًَّتىبىا ديؿً بػىيٍْى النٌاى سً  عىصٍرنًىا الحىٍا ضًرً حىيٍثي خىرىجىا عىنً التػٌعىا

كىصىارىاسًلٍعىةن كىسىا ئرًً السِّلىعً الٌتًٌَّ تػيبىاعي كىتيشٍتػىرىل باً لٍعىا جًلً كىاٍلىجًلً,كىلىيٍسىتٍ 
يٍنً كاى نىا ييشٍتػىري طي فًيػٍهىا الحيٍليوٍ ؿي  مً اللَّذى كىالتػَّقىا بيضي لْىيمىا صيوٍرىةيالدٌيػٍنىا رًكىالدِّرىى

:لىتىبًيػٍعيوٍاالذَّىىبى  فًيٍمىا رىكىاهي أىبػيوٍ سىعًيٍدو الٍْيدٍرمًُّ أىفَّ رىسيوٍؿى اللهي عىلىيٍوً كىسىلَّمى قىاؿى
عيوٍا مًنػٍهىا غىا ئبًنا بنًىجًزو")ركاه البخا رم(.  , كىلىتىبًيػٍ باًلذَّىىبً إًلَّمًثٍلان بمثًٍلو

لىتَىٍ التَّبىا ديؿً كىالتػَّعىا ميلً بػىيٍْى النَّاسً, كىىيوىميعىلَّله بأًىفَّ الذَّ  ىىبى كىالٍفًضَّةى كىا نىا كىسًيػٍ
منا مىعى عًلَّتًوً.  ذًهً الحىٍا لىةي اٍلىفى فػىيػىنٍتىفًيي الحيٍكٍمي كيجيوٍ دنا كىعىدى كىحىيٍثي انػٍتػىفىتٍ ىى

نَّعً أىكً الٍميعىدِّ للًتَّصنًيٍعً باً كىعىلىيٍوً: فىلاى مىا نًعى ثػىرٍعنا مًنٍ بػىيٍعً الذَّىًبً الٍميصى 
95لٍقًسٍطو 

.  

”Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan 

untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mna keduanya tidak 

lagi diperlakukan sebagaialat tukar (uang) di masyarakat dan 

keduanya telah menjadi barang (sil‟ah) sebagaimana barang lainnya 

yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh, 

keduanya tidak memiliki bentuk dinar dan dirham yang dalam 

(pertukaraannya) disyaratkan tunai dan diserahterimakan sebagiaman 

dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa‟id al-Khudriy bahwa 

Rasulullah SAW bersabda:‟ Janganlah kalian menjual emas dengan 

emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas 

yang ghaib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang 
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tunai”.(HR.Al-Bukhariy). Hadis ini mengandung „illat bahwa emas 

dan perak merupakan alat ukur dan media transaksi di masyarakat. 

Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut 

karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan „illatnya, baik ada 

maupun tiada.  

Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara‟ untuk menjualbeliakan 

emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.  

 

2) Prof. Dr. Wahbah az-Zuhayliy 

 ًـشً كىكىذى لًكى  , لعًىدى رىا ءي الحيٍلِّىِّ مًنى الصَّا ئًغً باًلتػَّقٍسًيٍطً لىيَىيوٍزي  
اؿً قػىبٍضً الثَّمىنً, كىلى يىصًحُّ أىيٍضنا بًقىرٍ ضو مًنى الصَّا ئًغً  96اكٍتًمى

.  

“Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan 

pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan 

harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara berutang dan pengrajin”. 

 

3) Pendapat Syekh „Abdullah bin Sulayman al-Mani‟  

نًيَّةى فِ الذَّىىبً كىالٍفًضَّةً ميوٍغىلىةه فًهًمىا, كىأىفٌ النَّصى  ىـ يػىتَّضًحي أىفَّ الثَّمى مَّّا تػىقىدَّ
بي فِ الٍميبىادىلىةً اصىريًٍحه فِ اعٍتًبىارهًًِىا مى  ا التَّمىاثيلي كىالتػَّقىا بيضي لن ربًىويًِّا يَىً نػىهيمى بػىيػٍ

تٍوي الصِّنىا عىةي عىنٍ مىعٍنَى  ا ببًػىعٍضو إًلَّ مىا أىخٍرى جى فِ مَىٍلًسً الٍعىقٍدً فًيٍبػىيٍعً بػىعٍضًهًمى
نًيَّةً, فػىيىجيوٍ زي التػَّفىاضيلي بػىيٍْى الٍْنًٍسً مًنػٍهىمىا ديكيفى النَّسىإً عىلىي مىا سىبىقى مًنٍ  الثٌمى

.97وٍ ضًيٍحو كىتعٍلًيًلٍ تػى   
“Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa status emas dan perak lebih 

dominan fungsinya sebagai tsaman (alat tukar, uang) dan bahwa nash 

sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam 

mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima 

di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di 

majelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas,misalnya) dengan 

sebagian yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah 

dibentuk (menjadi perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari 

arti (fungsi) sebagai tsaman (harga, uang) maka ketika itu, boleh ada 

kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas 
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dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada 

penangguhan, sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan 

sebelumnya”.  

 

4) Dr. Khalid Mushlih dalam Hukm Bay‟ adz-Dzahab bi an-Nuqud bi at-

Taqsith: 

اءً فًيٍوً قػىوٍلىفً فِ اٍلْيمٍلىةً:  بػىيٍعي الذَّىىبً باً لنػُّقيوٍدً الٍوىرقًًيَّةً باًلتػَّقٍسًيٍطً للًٍعيلىمى
نػىهيمٍ فِ  : اىلتَّحٍرًيٍمي, كىىيوى قػىوٍ ؿي أىكٍثىرً أىىٍلً الٍعًلٍمً, عىلىى خًلاىؼو بػىيػٍ اىلٍقىوٍ ؿي اٍ لآىكٌؿي

, أىفَّ الٍوىرؽًى النػَّقٍدًمَّ كىالذَّىىبى مًنى  ا الٍقىوٍؿً, كىأىبٍرزًي مىا ىينىا ؾى اٍلًسٍتًدٍلى ؿً لًْىذى
ا بيًىدو, لًمىا جىاءىفٍِ ذى لكى مًنى اٍلآىثَىىا فً, كىاٍلآثٍَىا في لىيَىي  وٍ زي بػىيػٍعيهىا إًلَّ يىدن

دًيٍثً عيبىادىةى بٍنً الصَّا مًتً رىضًيى اللهي عىنٍوي أىفَّ النَّبَِّ صىلَّي اللهي  دًيٍثً, كىحى اٍلآىحى
ذًهً اٍلآىجٍنىا سي فىبًيػٍعيوٍا كىيٍفى  : )فىإً ذا اخٍتػىلىفىتٍ ىى ئٍتيمٍ إًذىا كىنى شً عىلىيٍوً كىسىلَّمى قىا ؿى

ا بيًىدو(,   يىدن
رىكىاهي ميسٍلًمه 

"يَىيوٍزي بػىيٍعي الٍمىصيوٍغً مًنى الذَّىىبً كىالٍفًضَّةً بًًِنسًوً  (7851) 98
وٍنيوي  مًنٍ غىيًٍْ اشٍترىا طً التَّمىا ثيلً, كىيَيٍعىلي الزَّائًدي فٍِ ميؤىجىلان, مىا لىٍ  يػيقٍصىدٍ كى

يىةى الٍميبىا حىةى صىا رىتٍ باً لصَّنػٍعىةً وي قػىوٍؿي ابًنً الٍقىيِّمً : أىفَّ الٍحلًٍ ثَىىننا, كىأىصٍرىحي مًنٍ 
, كىبًوً قىاؿى  ةً مًنٍ جًنٍسً الثػِّيىا بً كىالسَّلىعً, لى الٍقىوٍ ؿي الثَّا نٍِ: الْىٍوىازي الٍميبىا حى

اءًالٍميعىا صًريًٍنى, مًنٍ أىبػٍرىزىًًمٍ ال ثػَّيٍخي عىبٍدي الرَّ حٍْىنً جَىىا عىةه مًنى الٍفيقىهى
نػىهيمٍ فِ اٍلًسٍتًدٍ لى ؿً لًْىذًا الٍقىوٍ ؿً, إًلَّ أىفَّ  السَّعٍدًمِّ, عىلىى اخٍتًلاىؼو بػىيػٍ

, مىا ذىكىرىهي ثػىيٍخي اٍلًإ سلاىًـ ابٍني تػىيٍمًيَّةى كىابٍني  ا الٍقىوٍؿي أىبػٍرىزىمىا ييسٍتػىنىدي لىوي ىىذى
ا الٍقىيِّمً مًنٍ جىوىازً بػى  يٍعً الحيٍلِّيِّ باً لذَّىىبو نىسًيٍئىةن, حىيٍثي قىا ؿى ابٍني تػىيٍمًيَّةى كىمى

ا الزَّ كىاةي, فىلاى  بٍ فًيػٍهى ا لىٍ تَىً فِ اٍلًخٍتًيىارىاتً: مًنٍ جًنٍسً اٍلأىثٍَىافً, كىلًْذى
انىتٍ مًنٍ غىيًٍْ جًنسًهىا, نػىهىا كىبػىيٍْى اٍلأىثٍَىافً, كى ذًهً باً  يَىٍرمً الرِّبىا بػىيػٍ فىإًفَّ ىى
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نىا عىةً قىدٍ خىرىجىتٍ عىنٍ مىقٍصيوٍ دً اٍلأى ثٍَىافً, كىأيعًدَّتٍ للًتِّجىا رىةً, فىلاى لصِّ 
ا" انتهى من إعلاـ المو قعيْ 99مُىٍذيكٍرى فٍِ بػىيٍعًهىا بًًِنسًهى

.  
 “Secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas 

dengan uang kertas secara angsuran: 

Pendapat pertama: haram, dengan argumen (istidlal) brbeda-beda. 

Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang 

kertas dan emas merupakan tsaman (harga, uang); sedangkan tsaman 

tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan 

hadis „Ubadah bin aash- ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuatu 

kehendakmu apabila dilakukan secara tunai”. (HR. Muslim. 1587) 

Pendapat kedua:boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini 

didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini, diantara yang paling 

menonjol adalah Syekh „Abdurrahman as-Sa‟diy. Meskipun mereka 

berbeda dalam memberikan argumen (istidlal) bagi pandangan 

tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka 

adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syekh al-Islam Ibnu 

Taymiyyah dan Ibnu Qayyim mengenai jual beli perhiasan (terbuat 

emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh. Mengenai hal ini 

Ibnu Taymiyyah menyatakan dalam kitab al-Ikhtiyarat (lihat „Ala‟ ad-

Din Abu al-Hasan al-Ba‟liy ad-Dimasyqiy, al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah 

min Fatawa Syaykh Ibn Taymiyyah, Aal-Qahirah, Dar al-Istiqamah. 

Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan 

jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (tamatsul), dan 

kelebihannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan 

perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan 

pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan 

sebagai harga (uang). 

Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut: “perhiasan (dari emas atau 

perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) 

yang diperbolehkan, berubah stastusnya menjadi jenis pakaian dan 

barang, bukan merupakan jenis harga (uang), Oleh karena itu, tidak 

wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau 

perak)tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual 

beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku 

riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga 

(uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. 

hal ini karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan)ini, perhiasan 

(dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi 

menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh 
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karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan 

emas dengan jenis yang sama”.(I‟lam al-Muwaqqi‟in; 2/247) 

 

5) Syekh „Abd al-Hamid Syawqiy al-Jibaliy dalam Bay‟ adz-Dzahab bi 

at-Taqsith:  

 إًفَّ حيكٍمى بػىيٍعً الذَّىىبً باً لتػَّقٍسًيٍطً اخٍتػىلىفى فًيٍوً الٍفيقىهىاءي عىلىى النَّحٍوً التَّالٍِ:
الًكًيَّةً,  -أ اىلٍمىنٍعي: كىىيوى قػىوٍؿي جَىىاىًيًٍْ الٍفيقىهىاء مًنى الحىٍنىفًيَّةً,كالشَّافًعًيَّةً,,كىالٍمى

 كىالحىٍنىىا بلًىةً. 
: كىىيوىرىأيٍػيبًٍْ تػىيٍمًيَّةى كىابٍنً الٍقىيِّمً كىمىنٍ كىافػىقىهيمىا مًنى الٍميعىا صًريًٍنى  -ب  -اىلْىٍوىازي

ادًيٍثً الٍوىاردًىةً فِ الرِّبىا, كىالَّتًٍَّ فًيػٍهىا: لىتىبًعً اًسٍتىدىؿَّ الٍقى  نٍعً بًعيميوًٍـ اٍلآىحى ا ئلًيوٍفى باًلٍمى
ابيًىدو". كىقىاليوٍا إًفَّ الذَّىىبى  االذَّىىبى بً  لذٌىىبً كىلىالٍفًضَّةى باًلٍفًضَّةً, إًلَّىىاءنبًِىاءو يىدن

ا التػَّقٍسًيٍطي كىلىبػىيٍعي اٍلآىجىلً, لآىنَّوي ميفٍضو إًلىى الرِّبىا  -كىالٍفًضَّةى أىثٍَىاىفه لىيَىيوٍزيفًيػٍهى
ايىلًيٍ:كىاًسٍتىدىؿَّ الٍقىائلًيوٍفى باًلْىٍوىازبًًمى   

تػىرىل يَىٍرمًٍ عىليػٍهىا مىا يَىٍرمًٍ عىلىى شٍ أىفَّ الذَّىىبى كىالٍفًضَّةى ىًيى سًلىعه تػيبىاعي كىتي  -أ
 السِّلىعً, كىلىٍ تػىعيدٍ أثٌٍَىا ننا.

لًآفَّ حىجىةى النَّاسً مىا سَّةه إًلىى بػىيٍعًهىا كىشًرىا ئهًىا, فىإً ذىا لىٍ يَىيزٍ بػىيػٍعيهىا  -ب
يٍطً فىسىدىتٍ مىصٍلىحىةي النَّا سً, كىكىقػىعيوٍا فٍِ الحىٍرىجً.باًلتػَّقٍسً   

ا مًنٍ جًنٍسً الثػِّيىابً  -ج ةً أىصٍبىحى أىفَّ الذَّ ىىبى كىالٍفًضَّةى باًلصَّنػٍعىةً الٍميبىا حى
نػىهىا كىبػىيٍْى اٍلآىثٍَىافً, كىمىا لىيَىٍرمًٍ   كىالسِّلىعً, لىمًنٍ جًنٍسً اٍلآىثٍَىافً, فىلاى يَىٍرمً الرِّبىا بػىيػٍ

انىتٍ مًنٍ غىيًٍْ جًنٍسًهىا.  بػىيٍْى اٍلآىثٍَىافً كىسىائرًاًلسِّلىعً, كىإفَّ كى
لًكى  -د يٍنً, كىتىضىرَّريكٍا بًذى ,لىسيدَّعىلىيٍهًمٍ بىابي لدَّ ا الٍبىابي لىوٍ سيدَّ عىلىى النَّاسً ىىذى

ا, فىإًفَّ الرَّأٍمى الرَّ  اجًحى عًنٍدًمٍ كىلَّذًمٍ أيفٍتًٍَ بًوً ىيوى جىوىازيبػىيٍعً غىايىةى الضَّرىرً. كىبػىعٍدى ىىذى
رناعىلىى الٍعًبىا دً كىرىفػٍعنا للًٍحىرىجً  الذَّىىبً باًلتػَّقٍسًيٍطً لأىنَّوي سًلٍعىةه, كىلىييٍسى ثَىىنىان, تػىيٍسًيػٍ

 عىنػٍهيمٍ.
“Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda 

pendapat sebagai berikut: 



 

 

a) Dilarang: dan ini pendapat mayoritas fukoha, dari mazhab 

Hanafiy, Malikiy, Syafi‟iy, Hambaliy. 

b) Boleh: dan ini pendapat Ibnu Taymiyyah, Ibnu Qayyim dan ulama 

kontemporer yang sependapat. 

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman 

hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan: „Janganlah 

engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali 

secara tunai. 

Mereka menyatakan, emas dan perak adalah tsaman (harga, alat 

pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran 

maupun tangguh, karena hal itu menyebabakan riba. Sementaa itu, 

ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut: 

a) Bahwa emas dan perak adalah barang (sil‟ah) yang dijual dan 

dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga, 

alat pembayaran, uang). 

b) Manusia sangat membutuhkan aktivitas jual beli emas. Apabila 

tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka 

rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami 

kesulitan. 

c) Emas dan perak setelah dibentuk menjadi seperti pakaian dan 

barang, dan bukan merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, 

uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau 

jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana 

tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga 

(uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang 

sama. 

d) Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka 

tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami 

kesulitan yang tidak terkira.  

Berdasarkan hal-hal diatas, maka pendapat yang rajih dalam 

pandangan saya dan pendapat yang saya fatwakan adalah boleh jual 

beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga 

(uang), untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan 

kesulitan mereka. 
100

 

 

2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari kamis, tanggal 20 

Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M, antara lain sebagai berikut: 

a. Hadis-hadis Nabi yang mengatur pertukaran (jual beli) emas dengan emas 

atau sebaliknya, mensyaratkan, antara lain, agar pertukaran itu dilakukan 

secara tunai, dan jika dilakukan secara tunai, maka ulama sepakat bahwa 
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pertukaran tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba, sehingga emas dan 

perak dalam pandangan ulam dikenal sebagai Amwal Ribawiyyah (barang 

ribawi). 

b. Jumhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum dalam transaksi 

sebagaimana dikemukakan dalam point 1 diatas merupakan Ahkam 

Mu‟amallah (hukum yang memiliki „illat) dan „illat-nya adalah 

tsamaniyyah, maksudnya bahwa emas dan perak pada masa wurud hadis 

merupakan tsaman (harga,alat pembayaran atau pertukaran, uang). 

c. Uang- yang dalam literatur fiqih disebut dengan tsaman atau nuqud 

(jamak dari nuqd)-didefinisikan oleh para ulama, antara lain, sebagai 

berikut: 

كىسًيٍطو للًتَّبىا ديؿً يػىلٍقىى قػىبػيوٍلن عىامِّا مىهٍمىا كىافى ذىلًكى الٍوىسًيٍطي كىعىلىى  اىلنػَّقٍدي ىيوى كيلُّ 
 أىمِّ حىاؿو يىكيوٍفي )عبدالله بن سليمن المنيع, بحوث فِ القتصا د الإسلامي, مكة

101المكرمة: المكتب الإسلا مي
ْ,  

“Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan 

diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apapun 

media tersebut”.  

 

النَّاسي  طٍبػيوٍعىةً كىنَىٍوىًىا,  ثَىىننامًنى الٍمىعىادًفً  اىلنػَّقٍدي: مىااتََّّىذى الٍمىضٍريكٍبىةً أىكٍالآكٍرىؽً الٍمى
اليًَّةً صىاحًبىةً اٍلًخٍتًصىاصً )مُمد ركاس قلعة جي,  ةً الٍمى الصَّادًرىةًعىنً الٍميؤى سَّسى

 امعاملا ت الما لية المعا صرة فِ ضوء الفقو كالتثريع, بيْكت: دالنفائس(
”Naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, 

baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun lainnya, dan 

diterbitkan oleh lembaga keungan pemegang otoritas”. (Muhammad 

Rawas Qal‟ah Ji, al- al-Mu‟amalat al-Maliyyah al-Mu‟ashirah fi Dhawi‟ 

al-fiqh wa at-Tasyri‟i). 

                                                           
101 Abdullah bin Sulayman al-Mani‟, Bughuts fi al-Iqtishad al-Islamiy, (Mekkah: al-Maktab 

al-Islamiy, 1996.hlm. 178. Bersumber dari Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta: Erlangga, 

2014), hlm. 429.   



 

 

d. Dari definisi tentang uang diatas dapat dipahami bahwa sesuatu, baik 

emas, perak maupun lainnya termasuk kertas, dipandang atau berstatus 

sebagai uang jika masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media 

pertukaran) dan berdasarkan pendapat Rawas Qal‟ah Ji, diterbitkan atau 

ditetapkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Dengan kata lain, 

dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau 

perlakuan masyarakat).  

e. Saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak 

sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai barang (sil‟ah). 

Demikian juga, Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Qayyim menegaskan bahwa 

jika emas atau perak tidak lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah 

dijadikan perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama 

dengan barang (sil‟ah).  

f. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dangai dengan memperhatikan kaidah 

Ushul al-Fiqh dan kaidah fikih sebagaimana dikemukakan pada bagian 

mengikat angka 3, maka saat ini syarat-syarat atau ketentuan hukum 

dalam pertukaran emas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi SAW 

sebagaimana disebutkan pada huruf (a) tidak berlaku lagi dalam 

pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini.  

Memutuskan:  

Menetapkan   : FATWA JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI  

Pertama    : Hukum  

     Jual beli emas secara tidak tunai, baik melaui jual beli    

Biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, 

ja‟iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi 

(uang).  

 



 

 

Kedua    : Batasan dan ketentuan 

1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama 

jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan 

waktu setelah jatuh tempo. 

2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh 

dijadikan jaminan (rahn). 

3. Emas yang dijadikan jaminan segaimana dimaksud 

dalam jangka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan 

objek akad lain yang menyebabkan perpindahan 

kepemilikan.  

Ketiga          : Ketentuan Penutup 

  Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat 

kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 

sebagaimana mestinya.
102
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BAB IV 

ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR :77/DSN-MUI/V/2010  

TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI 

 

A. Pandangan Fiqh Terhadap  Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. 

Membeli barang dengan angsuran atau anggunan adalah salah satu 

pemandangan yang lazim ditemui di masyarakat indonesia dan bagian negara 

lain. Praktik jual beli dengan sistem itu dianggap sebagai cara alternatif 

memperoleh sesuatu yang diinginkan secara mudah dan ringan.Tetapi, timbul 

persoalan tatkala barang yang dijadikan objek komersial itu ialah emas dan perak. 

Praktik muamalat jual beli keduanya yang dilakukan secara non-tunai di masa 

Rasulullah, tidak diperbolehkan. 

Syarat Jual Beli Emas atau Komoditi Ribawi 

Syarat yang diberikan oleh islam dalam jual beli emas (dikenal dengan 

istilah: sharf) tidak bisa ditawar-tawar berdasarkan hadits berikut:  

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual 

dengan gandum, syar‟ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan syar‟ir,kurma 

dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau 

timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai).Barang siapa menambah atau 

meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan 

tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa”. (HR. 

Muslim No. 1584) 



 

 

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak,gandum dijual 

dengan gandum, sya‟ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya‟ir, kurma 

dijua dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran 

atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi 

berbeda, maka silakan engkau membaterkannya sesukamu, namun harus 

dilakukan secara kontan (tunai). (HR.Muslim No. 1587) 

Syarat jual beli emas ada 2 yaitu: 

1. Jika emas ditukar dengan emas, maka syarat yang harus dipenuhi adalah 

a. Yadan bi yadin (harus tunai). 

b. Mitslan bi mitslin (timbangannya sama meskipun beda kualitas). 

2. Jika emas ditukar dengan uang, maka syarat yang harus dipenuhi adalah yadan 

bi yadin (harus tunai), meskipun beda timbangan (nominal). 

Implementasi dalil dalam konteks memunculkan ragam persepsi, terutama 

saat emas atau perak tak lagi diposisikan sebagai media utama bertransaksi. 

Perbedaan pendapat pun muncul, baik dikalangan ulama salaf ataupun khalaf 

(kontemporer).  

Dalam Bai‟ ad-Dzahab bi at-Taqsith, Syeikh Abdul Hamid As-Syauqi Al-

Jibali mengatakan, ulama berbeda pendapat terkait hukum jual beli emas dengan 

cara angsuran. Menurut mayoritas ulam madzhab Hanafi, Maliki, Syafi‟i, dan 

Hanbali, praktik tersebut dilarang dalam agama.  

Dalam pandangan kalangan ini, emas dan perak adalah tsaman (harga, alat 

pembayaran, uang) yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun 

tunda, karena hal itu menyebabkan riba. Hal ini berdasarkan antara lain, hadits 



 

 

riwayat Ubadah bin Ash-Shamit. Rasulullah bersabda, ”Jika jenis (harta ribawi) 

ini berbeda maka jual belikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara 

tunai”.  

Sedangkan pendapat kedua memperbolehkan praktik jual beli emas non-

tunai. Pandangan ini masyhur dirujuk ke Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim, dari 

kalangan klasik. Sebagian ulama kontemporer juga berpendapat sama dengan 

kedua tokoh tersebut. Diantaranya Syeikh Abdurrahman As-Sa‟di dan Mufti 

Lembaga Fatwa Mesir (Dar Al- Ifta‟ Al-Mishriyyah), Syeikh Ali Jumu‟ah. 

Menurut perspektif kelompok ini, jual beli emas dan perak diperbolehkan dengan 

angsuran keberadaan emas saat ini tidak lagi sebagai media pertukaran di 

masyarakat dan keduanya telah menjadi barang sebagaimana baranf lainnya.  

Sedangkan hadits riwayat Sa‟id Al-Khudri, menurut Ali Jumu‟ah, 

mengandung illat bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan 

transaksi di masyarakat. Dalam konteks masa kini, saat fungsi itu tak lagi berlaku 

maka tiada pula hukum tersebut. Berdasarkan kaidah fam ikih al hukmu yadurru 

ma‟a „illathi wu judan wa „adaman (hukum berlaku bersama dengan illat-nya, 

baik ada mapun tiada). 

Argumen lain yang dikemukakan kalangan yang membolehkan ialah 

prinsip kemudahan yang menjadi ruh dari syariat islam. Saat ini, bila larangan 

angsuaran atau anggunan membeli emas atau perak maka bisa menyebabkan 

kemaslahatan manusia terancam dan akan mengalami kesulitan. Praktik jual beli 

ini pernah menjadi bahasan penting Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI). Dalam Himpunan Fatwa DSN-MUI disebutkan, saat ini 



 

 

masyarakat dunia tak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi 

lebih difungsikan sebgai barang.  

Kenyataan ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu 

Taimiyyah dan Ibnu Qayyim. Karenanya, jual beli emas secara tidak tunai, baik 

melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh selama emas 

tidak menjadi tukar resmi atau uang. Sedangkan definisi naqd (uang) sendiri 

adalah sesuatu yang dijadikan harga oleh masyarakat, baik terdiri atas logam atau 

kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya. Naqd itu diterbitkan oleh 

lembaga keungan pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar status sesuatu 

dinyatakan sebagai uang adalah adat atau kebiasaan yang berlaku pada suatu 

komunitas masyarakat.  

Namun, hukum boleh yang ditetapkan oleh MUI memiliki batasan dan 

ketentuan, yaitu pertama harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama 

jangka waktu perjanjian, meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. 

Kedua emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan 

(rahn). Ketiga, emas yang dijadikan jaminan tersebut tidak boleh diperjual-

belikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan 

kepemilikan.  

 

B. Dasar Hukum Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 77/DSN-

MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. 

Dewan Syari‟ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada 

fatwatnya tersebut diatas dengan jelas menyatakan bahwa jual beli emas itu 



 

 

hukumnya boleh dengan syarat selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi, 

baik jual beli biasa maupun murabahah. Kemudian DSN memberi tiga batasan 

dalam keputusan hukum kebolehan jual beli emas tersebut merupakan implikasi 

dari jual beli emas secara tidak tunai, yaitu tidak boleh bertambahnya harga jual 

selama perjanjian walaupun adanya penundaan pembayaran setelah jatuh tempo, 

hal ini karena emas selalu berubah harganya dalam jangka waktu tertentu. 

Kemudian emas yang masih dalam cicilan (kredit) boleh dijadikan jaminan 

(rahn). Selanjutnya tidak dibolehkan kemungkinan adanya perpindahan 

kepemilikan karena emas masih dalam masa cicilan.  

Keputusan fatwa tersebut menggunakan beberapa dalil yang dijadikan 

dasar hukum oleh DSN. Oleh karena itu, oleh karena itu yang lebih jelasnya 

maka penulis akan mengkaji dan meneliti kembali dalil yang digunakan oleh 

DSN MUI dalam keputusannya tersebut. Dalil-dalil tersebut diantaranya adalah 

sebagai berikut:  

1. al-Qur‟an terdapat suatu ayat yang digunakan sebagai landasan atau dasar 

hukum oleh DSN yaitu:  

Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2): 275  

الرِّ باى  ىـ كى أى حىلَّ اللهي الٍبػىيٍعى كىحىرَّ    
“Dan Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” 

2. Hadis Nabi SAW, antara lain:  

a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Bayhaqiy dari Abu Sa‟id al-

Khudriy:  



 

 

: اًنََّّىا ا أىفَّ رىسيوٍ ؿى  لٍبػىيٍعي عىنٍ تػىرىاضو ) ركاه ابن ما الًله صىلى اللهي عىلىيٍوً كىأىلوًً كىسىلَّمى قىاؿى
 جة كا لبيهقي ك صححو ا بن حبا ف(

Rasulullah SAW bersabda,”Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh 

dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)”. (HR. Ibnu 

Majah dan al-Bayhaqiy, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban). 

 

b. Hadis  Nabi riwayat Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidziy, an-Nasaiy, dan 

Ibn Majjah, dengan teks Muslim dari „Ubadah bin ash-Shamit, Nabi SAW 

bersabda:  

ري باً لشَّعًيًٍْ  كىالتَّمٍري باًلتَّمٍرً الذَّىىبي باً لذَّ ىىبً كىالٍفًضَّةي باً لٍفًضَّةً كىالٍبػيرُّ باًلٍبػيرِّ كىالشَّعًيػٍ
دًهً اٍلآىصٍنىا ؼي  ا بيًىدو, فىاءًذىا اخٍتػىلىفىتٍ ىى , سىوىاءن بًسىوىاءو, يىدى كىالملًٍحي باً لٍمًلٍحً مًشٍلان بمثًٍلو

ا بيًىدو.  فىبًعيوٍا كىيٍفى شئًتيمٍ اًذىا كىنى يىدن
“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan 

gandum,kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (boleh digunakan 

dengan syarat harus) sama dan sejeni serta secara tunai. Jika jenisnya 

berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai”. 
103

 

 

c. Hadis Nabi riwayat riwayat Muslim, at-Tirmidziy, an-Nasaiy, Abu Dawud,   

Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin al-Khattab, Nabi SAW bersabda:  

ءى....بنا إًلَّ ىىا ءى كىىىا ا لذَّ ىىبي باً لٍوى رؽًً رً   
“(Jual Beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara 

tunai”.  

 

d. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa‟id al-Khudriy, Nabi SAW 

berdasabda: 

, كىلى لى تىبًعيوٍا الذَّىىبى باً لذَّىىبً إً لَّ مًثٍلان بمًشٍلو كىلى تيثًفُّوٍ ا بػىعٍضىهىا عىلىى بػىعٍضو 
, كىلى تىبًيػٍعيو ا  تىبًيػٍعيوٍ ا الٍوى رؽًى باً لٍوىرًؽً إً لَّ مًثٍلان بمثًٍلو كىلى كىتيثًفُّوا بػىعٍضىهىا عىلىى بػىعٍضو

 مًنػٍهىا غىا ئبًنا بنًىا جًزو. 
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”Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan 

janganlah menambahkan sebagai atas sebagian yang lain, janganlah 

menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah 

menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, dan janganlah menjual 

emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai”.  

 

e. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara‟ bin „Azib dan Zayd bin Arqam:  

 نػىهىى رى سيو ؿي الًله صىلَّى اللهي عىلىيٍوً كى سىلَّمى عىنٍ بػىيٍعً الٍوىرؽًً باً لذَّ ىىبً دىينٍان.
”Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang 

(tidak tunai”. 

 

f.  Hadis Nabi riwayat at-Tirmidziy dari „Amr bin „Awf al-Muzaniy, Nabi 

SAW bersabda:  

ا ئزًه بػىيٍْى الٍميسٍلًمًيٍْى إًلَّ صيلٍحنا حىرَّىـ حىلاى لن أىكٍ أىحىلَّ حىرىا منا كىالٍميسٍلًميوٍ فى  ااى  لصُّلحي جى
كٍ أىحىلَّ حىرىا امنا. عىلىى ثػيريك طًهًمٍ إًلَّ ثػىرٍ طنا حىرَّىـ حىلاىلن أى   

“Perdamaian (Shulh, penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk 

mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian 

yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum 

muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.  

 

4. Kaidah Ushul dan kaidah fikih, antara lain:  

a. Kaidah Ushul:  

منا.دن اى لحيٍكٍمي يىديكٍ ري مىعى عًلَّتًوً كيجيوٍ  ا كىعىدى  
“Hukum berputar (berlaku)bersama ada atau tidak adanya „illat”. („Ali 

Ahmad an-Nawawiy, Mawsu‟ah al-Qawa‟id wa adh-Dhawabith al-

Fiqhiyyah al-Hakimah li al-Mu‟amalat al-Maliyyah fi al-Fiqh al-Islamiy, 

Riyadh: Dar‟ Alam al-Ma‟arifah, 1999,hlm. 395). 

 

  



 

 

b. Kaidah fikih: 

 الٍعىا دىةي مُيىكَّمىةه 
“Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum”. (Jalal 

ad-Din „Abd ar-Rahman as-Suyuthiy, al-Asybah wa an-Nazhair fi 

Qawaid wa Furu‟ asy-Syafi‟iyyah, al-Qahirah: Dar as-Salam, 2004, cet. 

Ke-2, hlm. 221) 

 

c. Kaidah fikih:  

ا إًذىا ىـ  اى حٍكاىفَّ الأٍ أى  يتػىرىتػَّبىةى عىلىى الٍعىوىائًدً تىديكٍ ري مىعىهىا كىيٍفى دىارىتٍ, كىتػىبٍطيلي مىعىهى
الم

تً  لاى بىطىلىتٍ كاى لنػُّقيوٍ دً فًِ ا لٍميعىا مىل  
“Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat 

tersebut dan batal (tidak berlaku)bersamanya ketika adat itu batal, seperti 

mata uang dalam mumalah”. (Al-Qarafy, Anwar al-Buruq fi Anwa‟ al-

Furuq,hlm. 228) 

 

d. Kaidah Fikih: 

رىةً: قىاىعًدى  يػٍ ةه: كيلُّ حيكٍمً ميرىتَّبً عىلىى عيرٍؼو أىكٍ عىا دىةو يػىبٍطيلي عًنٍدى زىكىاؿً مًنى الذَّ خى
ةً, فىإً  مي الحيٍكٍ  تػىغىيػَّرى ذىا تػىغىيػَّرى تلًٍكى الٍعىدى  

”(Dikutip) dari kitab adz-Dzakhirah sebuah kaidah: „setiap hukum yang 

didasarkan pada suatu „urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) 

menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang‟. Oleh karena itu, 

jika adat berubah, maka hukum pun berubah”. (At-Taj wa al-Iklil li 

Mukhtashar Khalil, hlm. 68) 

 

e. Kaidah Fikih:  

بىا حىةي إًلَّ أىفٍ يىدي ؿَّ دىليًٍله عىلىى تَىٍريًٍْهىالإً الٍميعىا مىلاى تً ا فِ  ا لأى صٍلي   
“Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada 

dalil yang mengharamkannya”. 

 

Selain dari dalil-dalil DSN-MUI dalam menetapkan fatwanya berupa al-

Qur‟an, hadist, kaidah Ushul fiqh diatas, DSN-MUI juga mengutip pendapat dari 

berbagai ulam terkait dengan pembahasan tentang jual beli emas ini, yaitu Syeikh 

Ali jumu‟ah (Mufti al-Diyar al-Misyriyah), Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, Syeikh 



 

 

Abdullah Sulaiman al-Mani‟, Dr. Khalid Mushlih, dan Syaikh Abd al-Hamid 

Syauqi al-Jibali,  

Dengan melihat keputusan fatwa serta dalil-dalil yang digunakan oleh 

DSN-MUI diatas, baik berupa al-Qur‟an, Hadits, Kaidah Ushul, Kaidah Fiqh, dan 

Pendapat Ulama, penulis melihat bahwa DSN dalam keputusannya bahwa emas 

boleh dijual belikan dengan cara tidak tunai lebih cenderung kepada pendapat 

sebagian ulama yang membolehkan dengan istidlal yang berbeda.  

Adapun pendapat ulama yang dijadikan sandaran oleh DSN yang paling 

menonjol adalah apa yang diungkapkan oleh Dr. Khalid Mushlih dalam al-

Hukmu Bai‟ al-Dzahab bi al-Nuqud bi al-Taqsyith Syaikh Abd‟ Hamid Syauqiy 

al-Jibaliy dalam Bai‟ al-Dzahab bi al-Taqsith. Dimana semuanya berawal dari 

pendapat Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang membolehkan jual 

beli emas berupa perhiasan secara tidak tunai. Dengan alasan karena emas berupa 

perhiasan saat ini sudah beralih fungsi menjadi barang (sil‟ah) dan telah keluar 

sifatnya sebagai barang ribawi (tsamaniyah), sehingga syarat harus tunai 

(taqabudh) tidak berlaku lagi. Karena emas dalam konteks saat ini dalam segala 

jenisnya lebih difungsikan sebagai komoditi dan tidak lagi sebagai alat 

pembayaran (uang). Adapun hadits-hadist larangan memperjualbelikan emas 

secara tidak tunai adalah hadits hukum yang mengandung „illat bahwa emas dan 

perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat.  

Dalam konteks masa kini, saat fungsi itu tak lagi berlaku maka tiada pula 

hukum tersebut. Berdasarkan kaidah fikih al-Hukmu yadurru ma‟a „illathi wu 

judan wa‟adaman (hukum berlaku bersama dengan „ilatnya, baik ada maupun 



 

 

tiada). Argumen lain yang dikemukakan kalangan yang membolehkan ialah 

prinsip kemudahan yang menjadi ruh dari syariat islam. Saat ini, bila larangan 

angsuran atau anggunan membeli emas atau perak maka bisa menyebabkan 

kemslahatan manusia terancam dan akan mengalami kesulitan. Melihat dari hal-

hal tersebutlah musyawarah DSN kemudian memilih (cendurung) kepada 

pendapat yang membolehkan.  

Sementara mayoritas ulama kalangan ulama madzhab seperti Imam asy-

Syafi‟i serta ulama-ulama Syafi‟iyah dan lainnya maupun dari ulama 

kontemporer seperti Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berpendapat 

bahwa jual beli emas dengan cara kredit hukumnya adalah haram. Dengan dasar 

keumuman dari hadits-hadist Nabi SAW yang melarang memperjualbelikan emas 

dengan cara tidak tunai baik emas tersebut digunakan sebagai mata uang ataupun 

tidak.  
104

 

 

C. Analisis Kebolehan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Fatwa DSN-MU 

NOMOR:77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. 

Setiap ketetapan hukum mempunyai sumber pengambilan dalam ilmu di 

fiqh yang dikenal dengan istilah istinbath hukum. Setiap istinbath (pengambilan 

hukum) dalam syariat islam harus berpijak kepada Al-Qur‟an, as-Sunnah, dan 

Ijtihad.  

Pada fatwa DSN-MUI dalil yang menjadi acuan utama dalam menetapkan 

fatwa adalah hadits Nabi Saw tentang jual beli emas. Dalam memahami hadits 
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yang baik dalam pendekatannya menurut Yusuf Qardawi salah satunya dengan 

memperhatikan sebab khusus yang melatarbelakangi atau kaitannya dengan 

sebab atau alasan (illat) tertentu. Selain itu untuk memahami hadits harus 

diketahui kondisi yang meliputinya serta dimana serta dimana dan untuk tujuan 

apa diucapkan. Dengan demikian maksud hadis benar-benar menjadi jelas dan 

terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang. 

Dalam Fatwa DSN-MUI ada Dalil-dalil dari hadits Nabi Saw hadis yang 

digunakan untuk menjadi landasan dalam fatwa. Dari hadits Nabi tersebut:  

1. Hadis Nabi riwayat Muslim,Abu Dawud, at-Tirmidziy, Nasa‟i, Ibnu Majah, 

dengan teks Muslim dari „Ubadah bin Shamit, Nabi Saw bersabda: 

مٍري باًلتَّمٍرً كىالملًٍحي لشَّعًيًٍْ كىالتَّ باًباًلٍبػيرِّ كىالشَّعًيػٍري  لذَّ ىىبً كىالٍفًضَّةي باً لٍفًضَّةً كىالٍبػيرُّ باً الذَّىىبي 
دًهً اٍلآىصٍنىا ؼي فىبًعيوٍا كىيٍفى باً ا بيًىدو, فىاءًذىا اخٍتػىلىفىتٍ ىى , سىوىاءن بًسىوىاءو, يىدى لٍمًلٍحً مًشٍلان بمثًٍلو

ا بيًىدو.  شئًتيمٍ اًذىا كىنى يىدن
“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan 

gandum,kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (boleh digunakan 

dengan syarat harus) sama dan sejeni serta secara tunai. Jika jenisnya 

berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai”.  

 

2. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa‟i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan 

Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi SAW bersabda:  

لذَّ ىىبي باً لٍوى رً بنا إًلَّ ىىا ءى كىىىا                       ا  
“(Jual Beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai”.  

  



 

 

3. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa‟id al-Khudriy, Nabi SAW 

berdasabda: 

, كىلى تىبًيػٍعيوٍ  لى تىبًعيوٍ ا الذَّىىبى باً لذَّىىبً إً لَّ مًثٍلان بمًشٍلو كىلى تيثًفُّوٍ ا بػىعٍضىهىا عىلىى بػىعٍضو
, كىلى تىبًيػٍعيو ا مًنػٍهىا غىا ئبًنا ا الٍوى رؽًى باً لٍوىرؽًً إً لَّ مًثٍلان بمًً  ثٍلو كىلى كىتيثًفُّوا بػىعٍضىهىا عىلىى بػىعٍضو

 بنًىا جًزو. 
”Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan 

janganlah menambahkan sebagai atas sebagian yang lain, janganlah menjual 

perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan 

sebagian atas sebagian yang lain, dan janganlah menjual emas dan perak 

tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai”.  

 

4. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara‟ bin „Azib dan Zayd bin Arqam:  

الًله صىلَّى اللهي عىلىيٍوً كى سىلَّمى عىنٍ بػىيٍعً الٍوىرؽًً باً لذَّ ىىبً دىينٍان.نػىهىى رى سيو ؿي   
”Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak 

tunai”. 

 

Dalam metode memahami hadis oleh Yusuf Qardawi bahwa berubahnya 

adat kebiasaan yang menjadi nash seperti berubahnya „illat emas yang 

sebelumnya tsaman menjadi sil‟ah adalah kondisi dimana saat ini emas sudah 

tidak lagi menjadi alat pembayaran resmi. Dalam mempertimbangkan nash-nash 

yang berkaitan dengan tradisi yang muncul pada masa Nabi Saw yang bersifat 

temporer. Oleh ulama kontemporer membolehkan menghilangkan makna harfiah 

atau tekstualnya. 

Keempat hadis yang diatas melarang jual beli emas secara tidak tunai 

telah menegaskan betapa spesialnya emas sebagai sebuah benda, sehingga tata 

cara mentransaksinya pun harus sangat teliti oleh Nabi Saw. Mengingat emas 

adalah logam mulia yang secara kebendaan memiliki sifat kualitas yang stabil 

sehingga melekat padanya fungsi sebagai benda yang menyimpan nilai dan 



 

 

sebagai pengukur nilai barang lain, sehingga emas menjadi benda yang paling 

pantas menjadi alat pertukaran atau uang.  

Para ulama juga menyikapi hadis-hadis diatas, bahwa mereka membatasi 

jenis riba pada keenam jenis komodiatas tersebut (emas, perak, gandum, sya‟ir, 

kurma dan garam) dan juga berdasarkan penetapan nash dan ijma‟. 

Di dalam kitab Al-Mughni disebutkan bahwa sebab musabab riba pada 

emas dan perak adalah karena mereka bisa ditimbang, sedangkan keempar barang 

lainnya karena bisa ditakar.
105

 Berdasarkan riwayat diatas, maka semua yang 

diatakar dan ditimbang menjadi riba apabila dijual dengan sesama jenis, baik itu 

berbentuk makanan atau bukan. Maka kesimpula hadis-hadis diatas adalah:  

1. Haramnya menjual (menukar) emas dengan perak atau sebaliknya disertai 

rusaknya transaksi ini ketika kedua belah pihak yang melakukan transaksi 

tidak menyerahkan barangnya secara tunai dalam majelis akad.  

2. Haramnya menjual bur dengan bur atau sya‟ir dengan sya‟ir disertai 

rusaknya akad apabila kedua belah pihak yang bertransaksi tidak 

menyerahkan barangnya secara tunai sebelum berpisah dari majelis akad.  

3. Sahnya barter dalam musharaf  (tukar menukar) apabila dilakukan secara 

tunai, semikian juga menjual bur dengan bur, sya‟ir dengan sya‟ir dalam 

majelis akad.  

4. Yang dimaksud majelis akad dengan majelis akad adalah tempat melakukan 

transaksi, baik dengan duduk, kedua pihak sama-sama berjalan atau menaiki 
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kendaraan. Sedangkan “perpisahan” adalah sesuat yang dikenal dengan 

perpisahan menurut kebiasaan masyarakat.  

Menurut Abu Yusuf yang dikutip oleh Yusuf Qardawi berpendapat bahwa 

ketentuan memperhitungkan jenis-jenis tersebut dengan takaran atau timbangan 

adalah berlndaskan urf (kebisaan setempat). Maka apabila kebiasaan setempat 

mengalami perubahan, maka jual beli mengacu kepada kebiasaan baru tersebut. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah: QS. an-Nisa: 29. 

  ْ ْْْ   ْ  ْ ْ  ْْ ْْ

 ْ ْْْْْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. 

 

Sedangkan Abu Surai Abdul Hadi dalam bukunya Bunga Bank dalam 

Islam berpendapat bahwa harus memperhatikan kepentingan umum, semua 

macam transaksi itu halal sebelum ada pemerasan dan sesuai dengan keadaan 

ekonomi masing-masing negara. 

Menurut DSN-MUI hadis ini mengandung „illat yaitu bahwa emas dan 

perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat dahulu. Ketika 

saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut.  

Kata “dzahab” (emas) itu bersifat umum bagi semua, baik dijadikan alat 

tukar maupun yang tidak demikian juga dengan “al waraq” (perak) dan 

sabdanya:  



 

 

: قىاؿى رىسيوٍؿي الًله صىلَّىنً الْىٍطَّابً رىضًي الله عىنٍوي, عىنٍ عيمىرى بٍ  الله عىلىيٍوً سىلَّمى:  قىاؿى
 ىىاءى "الذىىىبي باً لٍوىرؽًً ربًنا إًلَّ ىىاءى كىىىاءى, كىالٍبػيرُّ باً لٍبػيرَّ ربًنا إًلَّ ىىاءى كىىىاءى, كىالشَّعًيًٍْ ربًنا إًلَّ 

 كىءىىىا.
Dari Umar bin Khattab, dia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda:”menjual 

emas dengan perak itu riba kecuali dengan kontan seluruhnya, kurma dengan 

kurma itu riba kecuali dengan kontan seluruhnya, gandum dengan gandum itu 

riba kecuali dengan kontan seluruhnya, dan sya‟ir (sejenis gandum) dengan 

sya‟ir itu riba kecuali dengan kontan seluruhnya.  

 

Dan dalam jual belinya disebutkan kata ْوَءَهَا ْهَاءَ  memiliki banyak caraإلِاَّ

pengucapan. Yang paling terkenal adalah memanjangkan (huruf ha) dan 

memfathahkan hamzah. Maknanya adalah tunai. Dalam pembayarannya haruslah 

dalam keadaan bertatap muka antara penjual dan pembeli.  

Dalam hadis diatas Nabi Saw menjelaskan tata cara jual beli yang benar 

untuk macam-macam barang di atas yaitu barang yang termasuk riba. Caranya 

adalah orang yang hendak menjual emas dan perak atau sebaliknya harus 

dilakukan dengan satu waktu atau kontan. Kalau tidak, maka akad jual beli tidak 

sah, karena jual beli ini adalah tukar menukar dimana untuk sahnya disyaratkan 

tunai.  

Hal ini dipertegas lagi Abdullah Saeed dalam bukunya yang berjudul 

Islamic Banking and Interest: A Study of The Prohibition of Riba and its 

Contemporary Interpretation bahwa jika komoditi yang ditransakasikan meliputi 

emas, perak, gandum, kurma, dan garam, serta jenis komoditi lainnya semisal 

ditentukan dengan metode qiyas, maka transaksinya harus dilakukan secara 

langsung (dari person keperson), tidak boleh ditangguhkan dan kadaranya harus 



 

 

sama (equal). Karean penangguhan komoditi yang menyebabkan meningkatnya 

salah satu nilai tukar komoditi adalah termasuk riba. 
106

 

Berijtihad dengan „urf  itu perlu karena disini hukum ditetapkan dengan 

biasanya terjadi bukan dengan yang jarang terjadi, 
107

 Penting untuk meluruskan 

suatu masalah dengan syarat mujtahidnya adalah mereka yang mumpuni dalam 

hal-hal yang akan diijtihadkan.  

Adat kebiasaan masyarakat memberi daya vitalitas dan gerak dinamis dari 

hukum islam dengan tidak kehilangan identitasnya sebagai hukum islam. Hukum 

islam menerima adat yang baik dan tidak bertentangan dengan nash yang sudah 

ditetapkan oleh Allah SWT dan Nabi-Nya.  

Jika dipahami secara kontesktual, maksud hadis-hadis diatas adalah tukar 

menukar emas selama emas tersebut dijadikan barang maka tidak akan terkena 

hukum riba padanya. Jika dilihat dari rasio historis juga pada saat itu emas dan 

perak memanglah menjadi alat tukar dunia dan sekarang sudah beralih mengikuti 

zaman. Dalam fatwanya, DSN-MUI juga mendasarkan fatwanya kepada 

pendapat para ulama yang membolehkan transaksi jual beli emas secara tidak 

tunai, seperti Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim, dan ulama kontemporer yang 

sependapat. Mereka mengemukakan bahwa, emas dan perak adalah barang 

(sil‟ah) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman  

(harga, alat pembayaran, uang). Emas dan perak setelah dibentuk perhiasan 

berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan tsaman 
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(harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam 

pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana 

tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan 

barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. 
108

 

Penulis berpendapat bahwa merubah „illat emas yang sebelumnya tsaman 

(harga) menjadi sil‟ah (barang) ini sah-sah saja karena memang saat ini emas sudah 

jarang dijadikan alat tukar. Akan tetapi dalam hal jual beli emas yang sudah berubah 

„illat menjadi barang ini tentunya dilihat kembali. Karena barang ini tadinya benda 

yang melekat, sifat itu menyimpan kekayaan dan juga disebutkan dalam ijma‟ para 

ulama termasuk barang ribawi, maka hendaklah berhati-hati dalam 

memperjualbelikannya agar tidak terjerumus pada praktek ribawi. 

Menurut Yusuf Qardawi, emas pada zaman sekarang tidak kehilangan 

fungsinya sebagai alat pembayaran hanya saja perannya tergantikan dengan uang 

kertas saat ini yang lebih efisien. 
109

Oleh karena itu haram hukumnya dikelola 

secara riba.  

Bahwa Allah tidak akan berlaku zalim pada hamba-Nya dan apa yang 

diperintahkan itu akan menjadi kebaikan kepada hamba-Nya, dan apa yang Allah 

haramkan akan menjadi kebaikan jika hamba-Nya mematuhi-Nya.  

Sebenarnya antara ijtihad dan fatwa tidak dapat dibandingkan karena 

subyeknya berbeda. Ijtihad adalah usaha menggalih hukum dari sumber dan 

dalilnya, sedangkan fatwa adalah usaha menyampaikan hasil panggilan melalui 
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ijtihad tersebut kepada orang lain melalui ucapan atau perbuatan seperti seorang 

hakim yang memutus suatu perkara yang harus dijalankan. 

Dalam pengambilan suatu ketetapan hukum Pengaruh adat dalam 

kehidupan hukum adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebab, hukum 

yang bersumber dari adat pada prinsipnya mengandung proses dinamis penolakan 

bagi yang buruk dan penerimaan bagi yang baik sesuai dengan objektif 

masyarakat. Persoalan menjadi serius mana kala pertumbuhan suatu kebiasaan 

masyarakat, secara absolut bertentangan dengan hukum. Hukum islam 

mengakomodasi adat suatu masyarakat sebagai seumber hukum selama tradisi 

tersebut tidak bertentangan dengan nash al-Qur‟an maupun al-sunnah. 

Kegiatan ekonomi dewasa ini, dalam hal jual beli emas terdapat 

bermacam-macam bentuk, seperti membeli emas secara kredit, menukar emas 

lama dengan emas yang baru, membeli emas dengan menggunakan cek, dan 

sebagainya yang sepertinya hal itu sudah dihilangkan dari masyarakat dunia. Jual 

beli merupakan salah satu kegiatan bermuamalah, dan prinsip dalam 

bermuamalah adalah setiap kegiatan bermuamalah itu diperbolehkan kecuali ada 

dalil yang mengharamkan.  

Mengingat bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat 

saat ini sering kali dilakukan dengan cara tidak tunai, baik secara angsuran 

(taqsit) maupun secara tangguh (ta‟jil), maka DSN-MUI memandang perlu 

mentapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk 

dijadikan pedoman. Maka DSN-MUI mengeluarkan fatwa Nomor: 77/DSN-

MUI/V/2010 tentang kebolehan jual beli secara tidak tunai yang isi keputusannya 



 

 

bahwa jual beli secara tidak tunai diperbolehkan selama emas tidak menjadi alat 

tukar yang resmi (uang), dengan batasan dan ketentuan sebagai berikut:  

1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian 

meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.  

2. Emas yang dibeli dengan pembaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan 

(rahn).  

3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 tidak 

boleh dijual belikan atau dijadikan objek akad yang perpindahan ke 

kepemilikan.  

Dalam hal jual beli emas secara tidak tunai para ulama berbeda pendapat 

diantaranya pertama, melarang dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab 

Hanafi, Maliki, Syafi‟i, dan Hambali. Kedua membolehkan dan ini pendapat Ibnu 

Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.  

Jika ditelusuri lebih dalam lagi, disini para ulama perbeda pendapat 

mengenai illat pada obyek jual belinya yaitu emas. DSN-MUI menggunakan 

pendapat Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Qayyim yang membolehkan jual beli emas 

secara tidak tunai, Ibnu Qayyim berpendapat, “boleh melakukan jual beli perhiasan 

dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadaranya (tamasul), 

dan kelebihannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, 

baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, 

selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang). 
110
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Mengenai alasan diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai 

DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010, menafsirkan hadits Nabi Saw tentang jual 

beli emas secara tidak tunai dapat dilihat dari pendapat DSN-MUI yang 

menyatakan bahwa emas dan perak aalah barang (sil‟ah) yang dijual dan dibeli 

seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi saman (harga, alat, pembayaran, 

uang). Sehingga menjadikan hasil dari istinba >t hukum DSN-MUI dalam jual beli 

emas secara tidak tunai dihukumi muba>h, dengan syarat selama emas tidak jadi 

alat tukaryang resmi (uang), baik melalui jual beli biasa maupun jual beli 

mura>bahah. 

Berdasarkan hasil analisis fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-

MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Pada dasarnya jual beli 

emas ini ada dua pendapat ulama yang berbeda yaitu ada yang melarang dan ada 

yang membolehkan. Pertama, para imam mazhab empat sepakat bahwa emas 

termasuk dalam jenis barang ribawi dan dalam jual belinya diisyaratkan tunai, 

mereka memandang emas walau dalam bentuk dan kondisi apapun tetap melekat 

sifat pada emas tersebut. Kedua, adalah ulama Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim 

bahwa pertama, emas dan perak adalah barang (sil’ah) yang dijual dan dibeli 

seperti barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran, uang). 

Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi perhiasan 



 

 

berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan tsaman 

(harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam 

pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana 

tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan 

barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Maka fatwa DSN-MUI 

tentang jual beli emas secara tidak tunai denga ulama mazhab yang 

membolehkkan jual beli emas secara tidak tunai, yaitu pendapat Ibnu Taymiyah 

dan Ibnu Qayyim dengan ketentuan emas sudah tidak lagi menjadi alat tukar 

atau penundaan pelunasa diperbolehkan dalam konteks pembayaran jasa 

pembuatannya.  

 

B. Saran-saran  

Perlunya sosialisasi yang lebih intensif mengenai fatwa DSN-MUI 

Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang jual beli emas secara tidak tunai ini 

kepada masyarakat luas, dan juga pada praktis perbankan syariah sehingga 

perbankan syariah dapat berkembang lebih baik dan sesuai dengan syariah. 

Penulis menyarankan apabila seseorang masih ragu melakukan jual beli 

emas dengan transaksi tidak tunai seperti ini yang dikhawatirkan ia akan 

terjerumus kedalam riba maka lebih baik menghindari jual beli emas secara tidak 

tunai.  
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